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wujudkan.
Skripsi yang berjudul "Tinjauan Tentang Keberatan
Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Barang Dalam rerkara
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nyusun suatu karya tulis dalam bentuk skripsi vyang me -
Tupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam
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1.7. Alasan Memilih Judul

Dalam usaha pemerintah Inﬂuﬁeaia merealisasikan cita—
c¢ita proklamasi, sebagaimana Tercantum aslam alines Keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam rangka
ema jukan Kesejanleraan uiug dan @ smencerdaskan ' kehigupan
bangsa, maka satu-satunya alternatif vang harus altempub o=
leh pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disemua bi-
dang, dengan menseimbangkan antara pembangunan fisik dengan
non fisik, sesuai demgan tujuan pembangunan ' n=sional itu
sendiri yang tertuans dalam Ketetapan Majelis Fermusyawarat
. an Rakyat Nomor: II/MFR/1988 yang berbunyl sebagail berikut:
Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spi-
ritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesa=
tuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu
dan berkedaulatan rakyat, dalam suasans prikehidupan
yang aman, tenteram dan dinamis serta dalam ' lingkungan
pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan da-
mal.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan tentunya memerlu-
~kan dana yang memadail sehingga program pembangunan dapat
dilaksanakan, sebab tanpa dana program pembangunan = _jelas
tidek dapat dilaksanskan. Pada sisi lain bahwa para penge -
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lola” dana pembangunan mempunyai dedikasi yang tinggi dan
loyalitas untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentiﬂgan
bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan hakekat pembangun-
an nasional yaitu membangun manusia Indonesia seuturnya dan
membangun seluruh masyarakat Indonesia, Pembangunan manusis
pelaksana/pengelola pembangunan perlu untuk menghindari ter
Jadinya penyelewengan-penyelewengan yang menimbulkan kerugi-
an bagi negara atau masyarakat.ISEhab tanpa manusia dan ma-
syarakat Indonesia yang utuh lahir bathin, maka akan banyak
terjadi penyelewengan-penyelewengan atau manipulasi yang
merugikan atau dapat merugikan keuangan negara.

Tidak dapat disangkal, bahwa diseluruh propinsi Indo-
nesia, kecuali Timor Timur, sering terjadi penyelewengan -
penyelewengan dan manipulasi yang dapat dipandang sebagai
tindak pidana korupsi, yang sangat mempengaruhi pelaksanaan
pembangunan sebab dana yang diselewengkan adalah dana vyang
diperuntukkan bagi pelaksanaan suatu pembangunan.

Disamping itu sangat merugikan keuangan atau perekonomian
negara. Korupsi telah merata diseluruh Indonesia, sebagai -
mana yang disinyalir oleh A. H#mzah (1924:8) sebagai ber =
ikut i
Perbuatan-perbuatan korupsi yang menyangkut pega-
wal negeri dan pejabat Indonesia sudah demikian
meluasnya sehingga jika semua pelaku perbuatan
korupsl dipidana dengan pidana penjara, maka pe -
merintah seharusnya membuat penjara raksasa se =

besar kota Bogor dimana beratus-ratus pegawai dan
pejabat tersebut berada didalamnya.




Akibat tindak pidana dalam satu dekads . terakhir , negara
mengzlami kerugian bermilyar-milyar rupish, sementara ba=-
rang=barang milik pelaku tindak pidana korupsi sangat ter-
batas bahkan jauh dari Jjumlah uang vang dikorupsi oleh ko-
ruptor tersebut.

Penyitaan dan perampasan harts benda pelaku . tindsk
pidana korupsi merupakan manifestasi pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentanzg Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi, yang memungkinkan barang-barang pelaku tin-
dak pidana korupsi disita dan kemudian dirampas untuk me-
nutupi kerugian keuangan negara. Bahkan usaha para penegak
hukum untuk menanggulangi atau mengurangl kerugian negara
akibat tindak pidana korupsi disamping dengan menyita dan
merampas harta benda pelaku, kini ada indikasi bahwa para
pelaku akan digugat secara perdata. Indikasi ini merupakan
Jalan keluar dari minimnya hukuman denda yang ditentukan o
leh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu hanya sebesar
Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupish) saja ditambah de-
ngan uang pengganti yang sulit untuk direalisasikan.

Usaha untuk menggugat pelaku tindak -pidana korupsi di
cetuskan oleh Ismail Saleh, ketika masih r menjabat Jaksa
Agung, yang kemudian merjadi alternstif baru.lagi setelah
dibicarakan dalam simpnsitﬁn Penyelamatan Uang Negara vyang
" ada ditangan koruptor (Tempo 16 Juli 1988). _

Usaha menggugat tindsk pidana korupsi secara perdata
tersebut karena darli pengalaman penegak hukum khususnya ke




Jaksaan dslam uszha menetralisir keuangan negara, .dimana

dalam tzhun 1983 - 1987 diseluruh Indonesia, .negara meng-

alami kerugian sebesar Rp 308 Milyar, sedangkan uang ha -

5il sitaan dan pembayaran denda hanya sekitar Rp 72 Mil-

" ¥ay,.sehingga negara. dirugikan Rp 236 Milyar. Salah satu

tindak pidana korupsi yang cukup besar adalah korupsi yang
dilakukan oleh seorang yang mengskibatkan negara mengalami
kerugian sebesar Rp 31 Milyar rupiah sedangkan barang-ba-

rang dan ﬁang yang dapat disita dari pelaku tersebut ha-

nya Rp 2,2 Milyar rupiah dan pelakunya telah melarikan di-
ri keluar negeri (Tempo, 16 Juli 1988).

Penyitaan dan perampasan barang-barang vang diduga
berasal dari tindak pidana korupsi dalam rangka mengurangi
kerugian keuangan negara, harus dilakukan dengan teliti
dan seksama agar diantara barang-barang yang disita ter-
sebut tTidak terdapat barang milik pihak ketiga, yang tea-
tunya akan merugikan pihak ketiga tersebut.

Walaupun dalam melakukan penyitaan dan _ perampasan
barang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi ,
dilakukan dengan teliti, namun tetap saja dapat terjadi
Sebagilan atau seluruh barang-barang yang disita tersebut
adalah milik pihak ketiga, hal ini telah disingalir pula
oleh pembuat undang-undang tindak pidana korupsi, = bahwa
. petugas in casukejaksaan dalam melakukan penyitaan dan
perampasan juga menyita atau merampas barang milik pihak
ketiga, sehingga perlu memberi perlindungan terhadap pi=




hak ketiga tersebut untuk menyataskan keberatan atau péf -

lawanan terhadap penyitaan itu.

Perlindungan pihak ketiga tersebut dalam berbagai
sistim hukum senantiasa ada, seperti dalam perkara perdata.
Hukum Acara Perdata memberi hak kepada pihak ketiza untuk
mengadakan perlawanan (derden verzet) terhadap sita vang
dilakukan, demikian pula dalam tindak pidana korupsi.

Hanya saja bahwa dalam perkara perdata telah diatur tata

cara atau proses pengajuan keberatan atau perlawanan se -

dangkan dalam perkara korupsi proses pengajuan keberatan-

tidak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1971, sehingga tidak ada yang dapat dijadikan pegang-
an sebagal pedoman dalam menyelesaikan keberatan yang me -

rasa barangnya juga disita atau dirampas.

Salah satu kasud yang menyangkut keberatan atau per-
lawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap penyitaan
dan perampasan barang dalam perkara korupsi adalah kasus
Tony Gosal, dimana setelah Mahkamah Agung dslam putusannya
No. 1164 K/Pid/1985, tanggal 31 Oktober 1986 menyatakan;
Tony Gosal terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan
menghukum terdakwa (sekarang terpidana) dengan hukuman pen-
Jara selama 7 tahun den sebagian dari bangunan pertokoan
bekas terminal Ujung Pandang, vang dikenal sebagai Makassar
Flasa dan pelataran parkir serta sekaligus bangunan Makas-
sar Golden Hotel (MGH) Ujung Pandang.




Penyitaan terhadap beberapa bagian dari kedua bangun-

an tersebut kontroversial dengan diajukannya keberatan coleh

para pemilik bangunan pertokoan dan pendiri Makassar Golden

Hotel melalul Pengadilan Negeri Ujung Pandang terdaftar per-
kara Ho. 682/Pen.Pid/1984/PN.Uj.Pdg tanggzal B Oktober 1984,

yang merupakan suatu badan hukum yang berbentuk  perserocan

terbatas.,

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka mengka-
Ji tindak pidana korupsi Khususnya berkenaan dengan penyi -
tasn barang-barang yang diduga berasal dari tindak  pidana
korupsl, yang dalam penyitaan itu muangkin terdapat  barang
milik pihak ketiga, maka penulis mengangkat masalah ter =
sebut sebagal objek kajian dengan skripsi berjudul :

TINJAUAN TENTANG KEBERATAN PIHAK EKETICGA TERHADAP
PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA KORUPSI

Pembahasan ini akan memberikan input bagi kita ten =
tang proses penyitaan barang-barang vang diduga milik pela=-
ku tindsik pidana korupsi, dimgna terdapat pula barang-ba -
rang milik pihak ketiga- Disamping itu dapat pula dikaji
proses pemeriksaan keberatan yang diajukan oleh pihak ke -
tiga.

Hal yang paling pokok dalam pembahasan masalah kebe -
ratan pihak ketiga dalam perampasan barang vang diduga ber-
asal dari tindsk pidana korupsi adalsh, mengenal batas per-
lindungan hukum yang dapat diberikan terhalap pihak ketiga




yang barangnya turut disita atau dirampas oleh pihak ke =

Jaksaan, sehubungan dengan proses suatu perkara korupsi.

Dalam hal lain, bahwa dengan membahzs objek kajian

dzlam tulisan ini, dapatlah diketahui manifestasi apa yang

dikehendaki oleh undang-undang dalam kaitannya dengan ke -

beratan pihak ketiga tersebut.

Te2s Batasan Masalah

Menymak motifasi penulis dalam mengkaji  perampasan

dan penyitaan barang-barang yvang diduga berasal dari tin =

dak pidana korupsi dan keberatan pihak ketiga maka pokok

masalahnya terbatas pada hal-hal berikut :

b=

Apakah semua orang selain pelaku tindak pidana d=pat
mengajukan keberatzn dalam hubungan dengan penyitaan dan
perampasan barang dalam perkara korupsi 7

Sejauh mana batasan itikad baik sebagai persyaratan uta-
ma bagl pihak ketiga dalam hal terjadi penyitaan dan pe-
rampasan barang yang diduga berasal dari tindak pidana
korup=i ?

Bagaimana proses pengajuan keberatan térhadap penyitaan
barang dalam perkera korupsi, apakah harus dllakukan me-
nurut tata cara dan ketentuan beracara dalam perkara per
€ata atau menurut tata cara tersendiri dengan larpedoman
menurut tata cara praperadilan atau berpedéman pada RBg/
HIR T
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1.5« Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis melaku -

kan penelitian kepustakan (library research) dengan cara

membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang mem

bahas dan mengatur masalah yang ditinjau dalam tulisan ind.
Penelitian kepustakaan ini merupakan kerangka teori dan
landasan yuridis yang dijadikan acuan dalam membahas objek
kajian dalam tulisan ini.

Disamping itu dalam penelitian kepustakaan ini, jugs
dilakukan study dokumen berupa analisa terhadap dua. putus-
an rengadilan Negeri Ujung Pandang masing-masing No.01/Pid/
Pen/1987/PN.Uj.Pdg dan No, 02/Pid/Pen/1987/FPH.Uj.Pdg vang
merupakan implementasi ketentusn pesal 35 Undang-Undang No-
mor 3 Tahum 1971.

1.4+ Sistimatika Pembashasan

Untuk memberikan ilustrasi singkat tentang hal — hal
yeng dibahas dalam skripsi ini, maka pokok-pokok  bahasan
tersusun sebagai berikut : '

Bab I 3§ PENDAHULUYAHN _
Pada Bab pertama ini dikemukakan motifasi  atau
alasan penulis sehingga mengangkat penyitaan dan
perampasan barang serta keberatan pihak  ketiga
terhadap penyitaan dan perampasan barang tersebut
yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi




T1.3. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis melaku =-
kan penelitian kepustakan (library research) dengan cara
Imembaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang mem
bahas dan mengatur masalah yang ditinjau dalam tulisan ini.
Penelitian kepustakaan ini merupakan kerangka teori dan
landasan yuridis yang dijadikan acuan dalam membahas objek
Kajian dalam tulisan ini.

Disamping itu dalam penelitian kepustakaan ini, jugs
dilakukan study dokumen berupa analisa terhadap dua: putus-
an Pengadilan Negeri Ujumg Pandang masing-masing No.01/Pid/
Pen/1987/PN.Uj.Pdg dan No. 02/Pid/Pen/1987/FH.Uj.Pdg yang
merupaken implementasi ketentusn pasal 35 Undang-Undang No-

mor 3 Tahum 1971.

1.4 Sistimatika Pembzhasan

Untuk memberikan ilusfraai singkat tentang hal - hal
yang dibahas dalam skripsi ini, maka pokok-pokok  bahasan
tersusun sebagai berikut '

Bab I :+ PENDAHULUAN _
Pzda Bab pertama ini dikemukakan motifssi atau
alasan penulis sehingga mengangkat penyitaan dan
perampasan barang serta keberatan pihak ketiga
terhadap penyitaan dan perampasan barang tersebut
yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi




Bab 2

Bab 3

" Bab 4

L

L1

-

Juga dikemukakan batasan masalah seperti bégai -

mana proses pemeriksaan keberatan pihak  ketiga
terhadap penyitaan dan perampasan barang dalam
perkara korupsi. Disamping itu juga dikemukakan
metode penelitian yang terbatas pada penelitian
kepustakaan dan study dokumen.

PENYITAAN DAN PERAMPASAN BARANG TERSANGKA/TER -
DAKWA DALAM PERKARA KORUPSI

Pada bab kedua ini dibahas mengenai penyitaan dan
perampasan barang yang dilakukan oleh pihak ke =
Jaksaan terhadap harta benda yang diduga berasal
dari tindak pidana korupsi, juga dibahas tentang
tata cara melskukan penyitaan serta barang-barang
vang dapat disita dan yang tidak dapat disita se-
hubungan dengan suatu perkara korupsi.
PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAFP PENYITAAN  DAN
PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA KORUPSI

Pads bab ketiga ini dibahas mengenai pihak ketiga
yang berhak mengajukan perlawanan serta alasan
dan persyaratan dalam melakukan penyitaan, Jjuza
dilakukan mengenai proses pEmETikﬂaaﬂ‘ keberatan
pihak ketiga tersebut serta upaya hukum melawan
putusan hakim mengenai keberatan pihak ketiga.
KOMENTAR PENULIS TERHADAP PFUTUSAN FENGADILAN NE=-
GERI UJUNG PANDANG




Bab 5

Fada bab keempat ini dikemukakan dua perkara ke-

beratan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap
perampasan barang dalam perkara korupsi vang te-
lah diputus oleh Pengadilan Negeri Ujunc Pandang
masing-masing Nb.DTfPidfPEnf1GBTHPH.ﬁj.Fﬁg dan

' No.02/Pid/Pen/1987/FN.Uj.Pdg dan komentar penulis

terhadap kedua putusan tersebut.
PENUTUP
Fada bab terakhir ini penulis mengemukakan ke -

Simpulan dan saran.




BAB 2
FENYITAAN DAN PERAMFPASAN BARANG
DALAM PERKARA KORUPSI

2.7« Pengertian Penyitsan EBarang
Penyitaan terhadap sejumlah barang yang diduga ber-
asal dari tindak pidana korupsi, merupakan tindaksn ke =
Jaksaan selaku penyidik untuk mengamankan harta benda pe-
laku tindak pidana korupsi, sehingga dapat dihindari ke-
rugian keuangan negara yang lebih besar lagi, manakala
berdasarkan putusan pengadilan yang telsh mempunyal kelu-
atan hukum tetap pelaku dinyatakan terbukti bersalah.
Menurut pasal 1 butir 1 b Kitad Undang-Undang Hukum
Acara Fidana {-J"JLIHAP} penyitaan adalah 3
serangkaian tindakan penyidik untuk @ mengambil
alibh dan atsu menyimpan di bawah ! pehguasaannya
benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud ae
Tau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
Jika diperhatikan pengertian penyitaan tersebut, ma-
ka penyitaan adalah rangkaian.tindakan C penyidik dalam
rangka penyldikan suatu perkara pidana, dengan tujuan une
tuk mengambil alih dan atau menyimpan barang sitaan ter -
sebut di bawah penguassan penyidik.
Penyitaan dapat dilakukan terhadap semua jenis benda, baik
bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, gu
na kepentingan penyidikan. penuntutan dan pengadilan.

L
- LY




Penyitaan pada prinsipnya merupakan tindakan per -

siapan untuk menjamin terbuktinya suatu perkara korupsi
khususnya dan tindsk pidana umumnya. Walaupun barang yang
disita tersebut bukan satu-satunya cara melakukan pembuk-
tian, tetapi dengan melakukan penyitaan terhadap barang-
barang pelaku tindak pidana korupsi, hal itu r menghindati
atau mencegah pelsku tindak pidana kerupsi untuk mengalih
kan atau menghilangkan barang-barang yang diperoleh dari
hasil korupsi.

Penyitaan dilakukan ketika tindak pidana korupsi
tersebut masih dalam tazhap pemeriksaan, baik pada tingkét
penyidikan, penuntutan atau pada tingkat pemeriksaan di
pengadilan. Manakala pemeriksaan terhadap tindak pidana
korupsi tersebut telah diputus oleh pengadilan dan putus-
an itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap ° { in kracht
van gewijsde), maka penyitaan berubah menjadi perampasan.

Jika diperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Un =
dang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka tidak terdapat satu
pun pasal yang menggunakan istilah "perampszsan" barang ,
sehingga menyulitkan dalam memberikan pengertian perampas
an secara otentik . Demikian pula Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 yang menggunakan istilah perampasan juga tidak
memberikan pengertian.

Dilihat dari asal usul kata (etinologis) maka pe-
rampasan dalam pengertian umum mempunyai .. konotasi _yang




Jelek yang tidak sesual dengan makna perampasan dalam Un-
dang-lUndang Nomor 3 Tahun 1971, sebab perampasan sebagai=-
mana diartikan oleh W.I.S Purwadarminto (1986: 795796 )
sebagal berikut :
Rampas, merampas: merebut; mengambil dengan pak-
sa, misalnya gerakan gelap yang hendak merampas
kekuasaan; menyamun; membegul; menyita; membeslah.
Perampasan berarti: perebutan, penyamunan, pembe-
galan; pembeslahan;: penyitaan.

Berdasarkan arti terminologis tersebut, maka peng -
gunaan istilah perampasan mempunyai orientasi pengambilan
barang secara paksa dan tanpa berlandaskan hukum, sebalik
nya istilah penyitaan senantiasa berorientasi pada tindak-
an yang berdasar hukum. Oleh karena itulah dalam “tulisan
ini penulis hanya menggunakan istilah penyitasn, baik da=-
lam arti sebelum perkara itu diputus maupun setelah per-

kara diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.2+ Barang-Barang Yang Dapat Disita
Fada prinsipnya semua barang-barang yang diduga ada
kaitannya dengan tindak pidana kifupai. dapat disita da -
lam rangka proses pembuktianﬁf - 3 _
Hal ini tegas diatur dalam pasal 39 Kitab Undang = Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAF), bérbunyi ; r
B SEmualbenda atau tagihan tersangka atau terdskwa vang -
seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak
pidana atau sebagian benda tersebut berasal dari tin -

dak pidana;




b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk me-
lakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya:

Cc. Benda yang dipergunakan untuk menghalang=-halangi penye-
lidikan tindak pidana;

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mela-
kukan tindak pidana;

€. Benda lain yang mempunyal hubungan langsung dengan tin-
dak pidana:yang: dilakukan.

Di samping benda-bends tersebut yang dapat - disita

maka menurut pasal 39 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidans
(KUHP), benda-benda yang berada dalam sitaan karena suatu
perkara perdata, Juga dapat disita untuk kepentingan ps =
nyidikan perkara pidana. Dengan demikian terdapat kemung: -
kinan suatu benaca disita untuk dua perkara, vaitu perkara
pidana dan perdata.
Dalam hal terjadi yang demikian itu, apalagi untuk kepen-
tingan negara, misalnya pelaku tindak pidana korupsi di -
gugat dan beberaps harta bendsmya disita oleh pengadilan,
manakala ia kemudian disidik dalam kaitan dengan __ tindak
pidana korupsi, maka harta bendanya yang telah disits ter=
sebut dapat pula disita oleh kejaksaan atau pengadilan.

Pada dasarnya penyitaan yang dilaﬁjutkan dengan "pee
rampasan" harta penda pelaku tindsk pidana- korupsi, meru -
pakan bagian dari hukuman (sanksi) yang dapat dijatuhkan.
Hal ini tegas diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 19?{, yang berbunyi sebagai berikut :




Selain ketentuan-ketentuan pidana yang ~ dimaksud .
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka se =
bagai hukuman tambahan adalah

as Perampasan barang-barzng tetap maupun tidak te-
tap, yang berwujud dan tidak berwujud ( dengan
mana atau mengenai tindak pidana itu dilakukan
atau yang seluruhnya gtau sebagian diperoleh =
nya ‘dengan tindsk pidana korupsi itu, begitu =
pula harga lawan barang-barang yang mengganti-
Kan barang-barang itu, baik apakah barang-ba =
rang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum
ataupun bukan;

b. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak te-
tap, yvang berwujud dan tidask berwujud termasuk
perusahaan si terhukum, di mana tindak pidama
kortupsi ite dilakukan, begitu pula harga lawan
barang-barang yvang menggantikan barang- barang
itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan
itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, ' akan
tetapi tindak pidana bersangkutan dengan .ba =
rang-barang yvang dapat dirampas menurut keten-
tuan tersebut pada sub a pasal ini.-

Dengan demikian perampasan barang tersebut dipandang
sebagal hukum tambahan yang dijatuhkan °." terhadap._.pelaku
tindak pidana korupsi, vang dilakukan dengan terlebih da=-
hulu dilakukan penyitaan.

Jika diperhatikan ketentuan pasal 34 Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 1977 tersebut, hampak . bahwa-  perampasan
barang=barang térsebut hhnys~ diatur dalam Umbdang: - Un-
dang Nomor 3 Tshun 1971. Hal ini dapat disimak dari kali=
mat .pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahum 1971  tersebut
bahwa: selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud da-
lam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sebagai hukuman
tambahan adalah @

Jika diperhatikan kétentuan pasal 10 Kitsb Undang -
Undang Hukum Pidana, maka hal penjatuhan hukuman perampas




an barang-barang tertentu juga diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, yang diperjelas oleh pasal 39 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa : barang
kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau
yang dengan sengaja telah dipakai melakukan kejahatan.
Oleh karena itu ketentuan pasal 34 Undang-Undang . Nomor 3
Tahun 1971 pada dasarnya hanya menyebut jenis-jenis benda
yang dapat dirampas yaitu :

1. Barang tetap dan tidak tetap

Barang-barang tetap dalam pengertian hukum perdata, se-

bagaimana diatur dalam pasal 506 ayat (1) Kitab Undang-

=~ Undang Hukum Perdata adalah:

a. Pekarangan-pekarangan dan Ez2g=la sesuatu yvang - ada.
diatasnya;

b. Penggilingan-penggilingan mesin-mesin yang m2lekst
pada bangunannya dan benda-benda lain yang  kareng
peruntukannya sehingga undang-undang memandsng se -
bagai benda tak bergersk, seperti dalam , perusshaan
pabrik meliputi barang-barang hasil pabrik tersebut
dan lain-lain (vide pasal 507 KUH Perdsta).

Sedangkan barang-barang bergerak meliputi semua barang

yang dapat dipindah-pindahkan. Suatu benda . dikatakan

barang bergerak karena sifainya dan karena  ditemtukan
oleh undang-undang. |

Benda=-benda bergerak karena sifatnya. seperti mobil, se-

peda motor dan sebagainya .
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Benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang,- mi-
salnya hak atas bunga yang diperjanjikan,-Saham-saham dan
obligasi dan sebagainya.
Pembedaan barang bergerak dan tidak bergerak penting da-
lam rangka proses penyitaan dan persmpasan barang dalam
tindak pidana korupsi. Artinya tata cara penyitaan barang
tidak bergerak dengan barang bergerak berbeda, oleh ka =
rena itu perlu ditentukan mana barang yang bergerak dan
mana barang yang tidak bergerak dalam arti juridis,
Benda berwujud dan tidak berwujud . ; ;
Benda berwujud yang dimaksud padal 34 ﬁndang«ﬁnd;ng No =
mor 3 Tahun 1??1, pada prinsipnya sama saja benda berge-
rak dan : - tidak bergerak, artinya meliputi semua benda
vang mempunyal wujud konkrit. Sedangkan benda tidak ber-
wijud dapat juga dikategorikan sebagai benda bergerak
hanya saja tidak mempunyai wujud yang konkrit sepertli
hak cipta sebageimanas diatur dalam Undang-Undang Hak Cip
ta dan Hak Oktrooi.

Semua Jjenis benda yang disebutkan pasal 34 Undang=-Un-

dang- Nomor 3 Tahun 1971 dapat disita jika dipandang mempu -

nyai keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hanya saja

pembuat undang-undang tindak pidana korupsi tidak menjelas-

kan cara bagaimana benda tak berwujud dapat dirampas dalam

~ hubungan dengan tindak pidana korupsi.

Benda tidak berwujud, seperti hak cipta, hak oktrooi,

piutang atas nama, sebab benda tak berwujud yang merupakan




Benda bergerak karena ditentuken oleh undang-undang,- mi-
salnya hak atas bunga yang diperjanjikan, Saham-saham dan
obligasi dan sebagainya.
Pembedaan barang bergerak dan tidak bergerak penting da-
lam rangka proses penyitaan dan perampasan barang dalam
tindak pidana korupsi. Artinya tata cara penyitaan barang
tidak bergerak dengan barang bergerak berbeds, oleh ka =
rena itu perlu ditentukan mana barang vang bergerak dan
mana barang yang tidak bergerak dalam arti yuridis,

2« Benda berwujud dan tidak berwujud . ' ) ;
Benda berwujud yang dimsksud padal 34 ﬁndang-ﬁnd;ng No =
mor 3 Tahun 1??1, pada prinsipnya sama saja benda berge-
rak dan : tidak bergerak, artinya meliputi semua benda
vang mempunyai wujud konkrit. Sedangkan benda tidak ber-
wijud dapat juga dikategorikan sebagai benda bergerak
hanya saja tidak mempunyai wujud yang konkrit seperti
hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cip
ta dan Hak Oktrooi.

Semua Jjenis benda yang disebutkan pasal 34 Undang-Un-
dang- Nomor 3 Tahun 1971 dapat disita jika dipandang mempu -
nyal keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hanya saja
pembuat undang-undang tindak pidana korupsi tidak menjelas-
kan cara bagaimana benda tak berwujud dapat dirampas dalam
. hubungan dengan tindak pidana korupsi.

Benda tidak h&rijud, seperti hak cipta, hak oktrooi,
piutang atas nama, sebab benda tak berwujud yang merupakan




hak tersebut sifatnya assessoir pada pemilik hak, artinya
benda tak berwujud tersebut tetap ada pada pemilik, ke =
cuali piutang atas nama yang juga merupakan benda tak ber
wujud, dapat dilakukan perampasan menyangkut hak penagih-
an, tetapi hak cipta atau hak oktrooil jelas tidak  dapat
disita oleh karena itu, menurut penulis benda tak berwujud
yang dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971,
tersebut hanya terbatas pada hak penagihan atas utang.
Dengan perkataan lain hanya terbatss pada benda tak ber-
wiujud vang murni hak kebendaan, tanpa diwarnal dengan si-
fat moral dan intelektusl seperti pada hak cipta dan hak
oktrooi. Oleh karena itu hak cipta dan hak olktrool <tidak
dapat dirampzs. Kalaupun benda. yang-disita stau dirampas
itu ada hubungannya dengan hak cipta, maka hal itu " hanya
mengenal hasil ciptaan atau hasii temuan.

i samping benda-benda yang dapat disita dari SEﬁ -
rang pelaku tindak pidana korupsi ada pula bends - benda,
yang tidak dapat disita, seperti benda-benda yang menjadi
penunjang kelangsungan hidup pelaku atau keluarganya, dan
barang milik pihak ketiga yang ada pada pelaku tindak pi-

"

dana korupsi.

2.3. Proses Penyitaan Dan Perampasan

Penyitaan dan perampasan merupakan suatu rangkaian
tindakan pihak kejaksaan untuk mengamankan dan mengambil
alinh harta benda pelaku. Penyitaan dilakukan sebelum tin-




dak pidana itu diputus, sedangkan perampasan dilakukan se-
telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam melakukan penyitaan barang-barang dari pelaku
tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan proses penyitaan
agar pihak yang melakukan penyitaan tidak dipraperadilankan
oleh pelaku tindak pidana korupsi atau kuasanya.

Penyitaan barang-barang yang diduga berasal dari tin
dak pidana korupsi, hanya dapat dilakukan oleh jaksa selaku
penyidik tindak pidana korupsi, setelah mendapat iﬁin dari
Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam hal yang
sangat pe;lu d&q m?nqnuak. dilpg;a Peyyitaan harus segera
dilakukan, maka _+tidak .. hemungkinksn : izin dari ketua
pengadilan maka plhak jaksa tetap dapat melakukan penyita-
an sekalipun belum ada izin dari ketua pengadilan tersebut.

Penyitaan yang dilakukan karena alasan mendesak ter-
sebut terbatas pada benda-benda bergerak saja, Seperti mo-
bil, sepeda motor dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk
mencegah pelaku tindak pidana korupsi tersebut mengalihkan
bends-benda itu. Dslam hal penyitaan telah dilakukan, maka
jaksa segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri gu-
na memperocleh persetujuannya. '

Menurut A. Hamzah (1984:77) sebagai berikut :

Penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri hanva
dibatasi padsbenda-benda bergerak saja,itupun ha=-
rus segera dilaporkan kepada Kelua Pengadilan Mg -
geri, Penyltaan yang dilakukan tanpa- izin Ketus
Pengadilan Negeri ini dimaksudkan, untuk . menjaga
barang bukti tidak dipindahtangankan dan tidak di-
rusak atau dimusnahkan.




Dalam melakukan penyitasn, perlu diperhatikan tata
cara sSebagal berikut

a. Petugas kejaksaan yang melakukan penyitasn harus memper-
lihatkan tanda pengenalnya sebagai petugas yang melaku =
kan penyltaan serta izin penyitaan dari ketua Pengadilan
Negeri setempat (vide pasal 38 ayat (1) KUHAP)

b. Memerintahkan agar benda yéng ada pada seseorang, baik pa
da pelaku atau pihak lain agar menyershkan kepadanya.
{vide pasal 42 ayat (1) KUHAP)

cs Jaksa yang melakukan penyitaan harus memperlihatkan benda
yang disita tersebut kep;da orang dari mana benda itu di-
sita atau keluarganya, dan dapat pula meminta keterangan
tentang benda yang disita tersebut, dengan * disakeiken
oleh Kepala Desa dan dua orang saksi (vide pasal 45 ayat
(1) KUHAP)

d. Jaksa berkewajiban membuat berita acara penyitaan dan tu-
runamn: penvitaan tersebut disampaikan kepada orang dari
mana benda itu disita atau keluarganya, Kepala Desa yang
sebelumnya terlebih dahulu dibacakan (vide pasal 49 ayat
(1) dan (2) KUHAP)

Dalam hal benda yang disita adalah bends tidak ber -
gerak, maka pihak kejaksaan yang melakukan penyitaan membe-
ritahukan kepada pihak agraria setempat tentang dilakukannva
penyitaan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang ada di-
atasnya (Jjika ada). Hal .ini dimaksudkan untuk menghindari -
terbitnya sertifikat atau benda yang disita tersebut ‘glas




nama orang lain,

Menurut ketentuan pasal 45 Kitab Undang=undang Hu -
kum Acara Pidana (KUHAP), manakala diantara sejumlah ben-
da yang disita tersebut terdapat benda-benda yang dapat
lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidsk memungkin -
kan disimpan sampai pada putusan pengadilan (yang telah
mempunyal kekuatan hukum tetap), maka terhadap benda ter-
sebut, sedapat mungkin dimintakan persetujuan dari pelaku
tindak pidana korupsi, dapat diambil tindaken sebagal ber-
ikut s
1« Apabila perkara masih dalam tshap penyidikan oleh Jaksa

atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang_
atau diamankan oleh kejaksaan.atau penuntut umum de =
ngan disaksikan oleh tersangka/terdakwa.

2. Apabila pefkara sudah di tingkat pengadilan maka benda
tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penun-
tut umum atas izin hakim yang mengadili perkara terse-
but dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
Hasil pelelangan benda tersebut yang berupa uang diper-
gunakan sehagai barang bukti.

Semus benda-benda yang disita khususnya bénda-benda
bergerak disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan nega-
ra. Namun karena Tumah penyifpanan barng sitaan belum
ada, maka pada umumnya barang-harang sitaan yvang termasuk
benda bergerak tersebut disimpan oleh kejaksaan/penuntut-
umum.{vide pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP).




Sedangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ber -
bunyi sebagai berikut: :

Penyidikan dan penuntutan tindak pidana ~ korupsi
dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang ber -

laku, sekedar tidak ditentuk lain dalam Und -
undaﬂg S an lain dalam Undang

Kedua pasal tersebut tidak menyebut siapa yang ber-
wenang melakukan penyidikan dan sejauh mana (. kewensngan
penyidik tersebut.

Dalam menentukan siapa yang _melalmkan --penyidikan
tindak pidana korupsi dan apa kewenangannya, maka orien =
tasi kita adalah ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) danperaturan pelaksana=-
annya.

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukm Acara Pi
dana berbunyl sebagai berikut:

Penyidik adalah Eeja‘hlat Bolisi -Negara- "Republik
Indenesia atau Pejabat Pegawai Negeri 3ipil ter -

tentu vang diberi wewenang khusus oleh undang-un-
dang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hu-
kum Acara Pidana (KUHAP), ternyata yang dapat melakukan
penyidikan adalah polisi dan pegawai negeri sipil—-tertentu
yvang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk me -
lakukan penyidikan. Dengan demikian polisi melakukan pe -
nyidikan karena kedudukarnnya (ex officio), sedangkan pe =
- jabat Pegawal Negeri sipil dapat melakuksn penyidikan ka-

rena ditentukan oleh undeng-undang tertentu.

'l_l" - "




Menurut pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983, yang berbunyi sebagai berikut :

Penyldik menurut ketentuan khusus acara pidana se—
bagalmana tersebut pada undang-undang tertentu se-
bagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hulum Acara Pidana (KUHAP) dilaksana-
kan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang

berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-
U.Tﬂﬂngﬂnt

Penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta-
hun 1585 tersebut Jjuga tidak menyebut secara tegas tentang
yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
korupsi, sebab dalam penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerim-
tah Nomor 27 Tahun 1983 disamping disebut jaksa Juga di -
sebut pejabat penyidik lain yang ditunjuk oleh . peraturan
perundang-undangan.

Undang=Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri sama se-
kali tidak menyebut atau menunjuk Jjaksa sebagai pihak yang
berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Namun berdasar-
kan petunjuk pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1985 tersebut sesuai dengan'praktek, maka vang ° berwenang-
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adslah pihak ke=-
jaksaan. Hal ini merupakan kelanjutan dan kewenangan jaksa
cebagai penyidik utama yang diatur dalam HIR sebagaimana ,
ditegaskan K. Wantjik Saleh, SH (1983:58) sebagai berikut:

Jaksayang berfungsi sebagai penuntut umum, juga ada
lah merupakan penyidik atau pengusut yang paling -
luas dan penting karena tugasnya pengusutan dari -

permulaan sampal terakhit, penyidikan, lanjutan dan
mengawasi serta mengkoordinasikan alat penyidikan.




Dalam kedudukan jaksa selaku penyidik dan penuntut tin
dak pidana korupsi, maka selain mempunyai kewenangan-kewense_
ngan yang diatur dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 Kitab
UﬂdﬁnE-Unﬂang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga secara riil-
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu i
a. Berwenang meminta keterangan dari pihak bank tentang kea-

daan Keuangan tersangka, yang harus diperolehnya ° dalam
Jangka waktu 14 hari sejak diajukannya permintaan izin ke-
pada Menteri Keuangan (vide pasal 22 ayat (1) UU No 3 Ta-
hun 1971)

b. Dalam keadaan tertentu jaksa berwenang meminta kepada ter-
sangka dan setiap orang yang mempunyai hubungan  dengan
tindak pidana korupsi yang sedang disidik untuk memper -
lihatkan segala surat dan barang-barang guna diperiksa -
dan dapat pula disita.(vide pasal 11 ayat (1) UU No: 3
Tahun 1971)

c; Barwenang membuka, memeriksa dan menyita surat - surat ,
dan kiriman. Kiriman melalui pos, telekomunikasi dan la-
in=lainnya vang dicurigai ada hubungannya dengan perkara

pidana korupsi yang sedang digsriksa (vide pasal 12 UU

@

No 3 Tahun 1971) -
d, Berwenang untuk setiap saat memasuki setiap tempat yang
dipandang ada hubungannya dengan tindak pldana korupsi
tersebut, dan setiap memasuki rumah fa wejib membuat be-
rits acara dan sehelai tembusannya disampaikan  kepada
penghuni rumsh yang bersangkutan (vide pasal 13 ayat (1)
UU No 3 Tahun 1971)




Disamping kewenangan tersebut jaksa dapst pula melaku-
kan' penangkapan dan penshanan guna kepentingan penyidikan
dan penuntutan, seks1i pun kewenangan ini tidak diatur da =
lam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, namun tanpa adanya ke
wenangan ini, maka jaksa aksn mengalami kesalahan melakukan
penyidikan secara cepat dan semﬁurna (lengkap). Hal ini di-
atur dalam pasal 7 huruf d dan pasal 14 huruf ¢ Kitab Un -
dang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu pula lah  Jjaksa,
baik sebagal penyidik tindak pidana korupsi maupun sebagai

penuntut mempunyai kewenangan untuk menzpgkap dan menzhan.

3.2. Pihak Yang Berhak Mengajukan Perlawanan
Penyitaan dan perampasan barang-barang milik tersangka/
terpidana dalam tindak pidana korupsi hendaknya .  dilakukan
dengan penuh ketentuan agar tidak terjadi diantara barsng -
+ barang yang disita dan dirampas itu terdapat pula milik oreng
lain (pihak ketiga) yang sams sekali tidak ada kaitannva de-
ngan tindak pidana korupsi, maka untuk menetralisir hak pi-
hak ketiga tersebut hakim cukup mémerintahkan barang vang
disita tersebut, manakal deslam persidangan terbukti . bzhwa
barang yvang disita adalah milik pihak ketiga.
Selebihnya jika psda tahap perampasan barang maka untuk me-
netralisir hak pihak ketiga, pihak ketiga tersebut harus
menyatakan keberatan terhadap perampassan barang tersebut.
Apakah semua pihak Ketiga dapat mengajukan keberatan:
terhadap perampasan barang dalam tindak pidana korupsi %
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Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji ke-
tentuan yang mengatur hal itu, yaitu pasal 35 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perampasan barang-barang buken kepunysan si-
terhukum tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pi-
hak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

(2) Jika di dalam putusan perampssan barang-barang
ig- termasuk juga pihak ketiga yang _.mempunyal
itikad baik maka mereka ini dapat mengajukan
surat keberatan terhadap perampasan barang-ba-
rangnya kepada pengadilan yang bersangkutan da-
lam waktu tiga bulan setelah penguruman putus-—
an hakim.

Jika diperhatikan ketentuan pasal 35 Undang. = Undang
Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, maka menurui pénulis yang da=
pat mengajukan keberatan terhadap perampaSan barang yang
dilakukan dalam hubungan dengan tindak pidana korupsi, ada-
lah setiap pihak ketiga yang merasa haknya terganggu dengan
dilakukannya perampasan terhadap harta benda stau barang =
barang pelaku tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu
merparhatikan, apakah pihak ketiga beritikad baik satau ti-
dak. Pembuirtian mengenal ada atau* tidaknya itikad baik se-
pemihnya terbukti dalam:. pemeriksaan pembuktian.

Jika di dalam persidangan.terbukti bahwa diduga ba =
rang-barang yang disita tersebut terdapat barang milik pi=-
hak ketiga dan terbukti pula pihak ketiga tersebut beriti-
kad baik, maka perampasan terhadap barang tersebut tidak
dapat dilakukan harus diangkat dengan permyataan, harta ben

da yang disita dikembalikan kepada yang berhak. Pernyataan
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yang demikian dapat dilakukan jika pemeriksaan terhadap
tindak pldana korupsi téraéhut belum selesal. Dan _ jika
terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum
tetap maka pengadilan tidak dapat lagi menyatakan barang
tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Masalah pokok dalam hubungan dengan adanya hak pihak
ketiga untuk mengajukan keberatan, adaiﬁh adanya . itikad
balk, sehingga perlu dipahami kriteria menentukan apskah
plhak ketiga itu beritikad baik atau tidak. Untuk itu per-
lu dipahami apa,-yang dimaksud itikad baik.

I1tikad baik, yang dalam bahasa Belanda goede trouw,
menurut Fockema-.-Andreae, (1983:580-581) diartikan sebagal
berikut:

Gnedeztrﬁuw of kwade adalah: maksud, semangat yang
menjiwal para peserta dalam suatu perbuatan hukum
atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum. Itikad
-baik dalam hukum senantiasa dilindungi, . "itikad
=jahat tidak. Kedudukan berkuasa (bezitten) dengan

dtiksad baik memperocleh hak milik kedudukannya yang
tlada terganggu.

Jika diperhatikan pengertian di atas, maka timbul =
nya masalah itikad baik dalam kaitan dengan perampasan ba-
rang dalam tindak pidana korupsi adalah adanya perlindung-
an hukum terhadap pihak ketiga dan berbagai akibat . hukum
yang bersumber dari tindakan~tindakan yang _Dbertentangan
dengan hukum, artinya hukum tetap memberikan perlindung-
an hukum terhadap pihak ketiga darl kemungkinan mengalami
kerugian materiil yang disebabkan oleh adanya tindakan
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hukum oleh lembaga persdilan terhadap seseorang vang di -
pandang melakukan perbuatah melawan hukum. Oleh karena itu
tanpa adanya kaidah bahwa orang yang beritikad baik tetap
dilindungi, maka penyltaan dan perampasan barang pelaku
tindak pidana tidak perlu diciptakan lembaga hukum dalam
hal ini keberatan untuk melawannya.

Itikad baik senantiasa berhubungan erat dengan ke -
adaan bathin seorang dalam menentukan kedudukaﬁ berkuasa-
nya terhadap suatu benda atau dalam suatu perbuatan hulkum
balk dalam hukum privat atau dalam hukum publik, olen ka-

rena itu tidak benar anggapan bahwa itikad baik dan  hak

hanya dikenal pada hukum privat. Itikad balk dan hak tidak
hanyg dikenal dalam hukum privat t2tapi juga dalam hukum
publik. Misalnya itikad baik dalam hukum pidana diakui da-
lgm hukum pidana, walaupun wujudnya dalam bentuk yang lain
misalnya dengan membedakan antara tindak pidana kesengaja-
an dengan tindak pidana kealpaan. Di samping itu adanya ke-
tentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidsna (KUHP) yang
menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang pelaku ,
atas dasar sikap bathin orang tersebut ketika . melshkukan
tindak pidana tersebut merupakan’suatu pengakuan adanya
itikad baik dalam hukum pidana dimana pelaku dilindungi de-
ngan tidak dipidana atau minimal dikurangi pildananya.
Sebagal contoh adalah pasal 21 ayat {(2) Kitab Undang-Un -
dang Hukun Pidana (KUHP) yang berbunyl i
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nglntah Jabatan yang diberikan oleh atasan vyang

tidak berwenang, tidak membebaskan dari pidana, ke-
cuali jika ia dengan itikad baik mengira bahwa pe-
rintah diberikan oleh atasan yang berwenang, dan

perintah yang dilsksanakan itu masih termasuk ling-
kungan pekerjaannya.

Dalam hubungan dengan pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang menggambarkan adanya itikad baik-
dalam hukum publik (hukum Pidana) maka menurut lMoeljatno
(1985:151) sebagai berikut :

Dalam bathin orang yang diperintah harus mengira -
bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dari se-
gi pejabat yang® mengeluarkan perintah, maupun dari
segl macamnya perintah. Tentu saja kesim;ulan kg -
arah ini atas fakta-fskta yeng masuk akal sebab mes
kipun terdakwa mengatakan dia mengira bahwa perin-
tah itu adalah sah, tetapi kalau hal itu dengan wa=-
jar tidak dapat disimpulkan dari fakta-fakta vang
ada, maka di situ unsur dengan itikad baik tidak -
ada.

Dengan demikian jelaslah, bahwa anggapan bahwa itikad
baik hanya ada pada hukum perdata (vide pertimbangan putus-
an pengadilan yeng ditinjau , No 1164 K/Pidf1985 tanggal 31
Cktober 1986 adalah tidak tepat, sebab ternyata dalam hukum
pidana (publik) juga dikenal acanya itikaed baik.

Esensial itikad baik terletak pada sixap bathin sese=
orang yang indikasinya dapat diperoleh dari perbuatan-per =
bustan lahiriah. Dalam hubungan dengan itulah khususnya da-
lam menentukan ada atau tidak jtikad baik, pada kasus Yang
dibehas yaitu keberatan PT. Makassar Golden Hotel terhadap
perampasan tanah pelataran parkir perusaghaan tersebut dan
keberatan kurang lebih 25 orang pemilik kompleks pertokoan-

Makassar Plasa yang disita dan dirampas oleh kejaksaan ber-

dasarkan putusan MA No 116% K/Pid/1985, 31 Oktober 19836,
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telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diperlukan peﬁd;kat-
an secara historis psikhologis dan pendekatan normatif.

Pendekatan historis psikhologis, menekankan pada ba-
thin para pihak dalam hal ini pembeli dan Tony Gosal, se =
bagaimana dikemukakan oleh J. M. van Dunne (1988:94) se =
bagal berikut:

Pendekatan historis psikhologis, ajaran kehendak
yang menjadi dasar. Kehendak yang melaluikan tindak
an dipandang sebagei unsur tindakan hukum yang men
ciptakan hukum. Karena pada penentuan kehendak dari
orang yang melakukan merupakan gejala psikhologis,
yvang tidak dapat dilihat dengan panca indera oleh
karena itu penafsirannya didasarkan pada apa Yyang
nyata dari kehendak tersebut.

Pandangan di atas bertitik tolak dari kehendak anta-
ra penjual dan pembeli kompleks pertokoan tersebut. Kehen-
dak pembeli didasarkan adanya pemabaman . dan pengetahuar.=.
nya, bahwa kompleks pertckoan termasuk tanahnya adalah mi=-
1ik penjual, yang oleh karena itu pembeli mengetabui pula,
bahwa penjual memang berwenang menjualnya. Adanya pengeta-
huan pembeli yang demikian itu, ia dipandang tidak menge =
tahui hal-hal yang tidak yang tidak nyata seperti cacad
dan sebagainya. Pengetahuan pokok pembeli adalsh, bahwa
pada saat terjedinya tpansaksi jual beli kompleks pertoko=-
an, ia dengan sungguh-sungguh tidak mengetahui, bahwa ta =
nah di mana kompleks pertokoan didirikan bukan tanah vang
dimanipulasi oleh Tony Gosal.

Pendekatan normatif menghendaki, bahwa pada  waktu
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bell wtas hendé+%érgerﬁkr tetapi juga harus dilakukan se-

cara nyata altau terang.

Menurut J.M. van Du : : . :
berikut an Dumne (loc.cit : 1988:94) sebagai

Penafsiran normatif bertitik tolak pada bahwa bukan
kehendak subjektif pelaku yang menjadi oblek vang

meneniukan adanya itikad baik, tetapi yang pentlng_
adalah makna hukum dari tindakan vang nyata dan me=
netapkan akibat hukumnya. Keheridak objektif menen=

tukan pula yaitu apa yang dikehendaki yang .eecara

wajar dapat ditangkap oleh pihak lawan dan umum ,

disinilah unsur normatifnva.

Menurut penulis dalam pendekatan normatif ini, maka
 itikad baik dilihat dari segl normatif (perundang-undangan)
dan pandangan umum. Jika suatu Jjual heli dilakukan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu misalnya
dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang me -
nurut Undang=Undang dan dilakukan secara terang-terangan,
sehingga menurut anggapan hukum orang lain pun dapat me -
ng&tahﬁlnya, maka hal itu membulktikan adanya itikad baik.
Bagaimana implementasi kedua metode pendekatan di
atas dalam menentukan apakah pemohon keberatan pada kasus
yang dibahas penulislmempunyai,itihad bailk atau tidak.
Menurut penulis, ﬁemuhun FI'. Makassar Golden Hotel,
yang dirampas tanah pelataran parkirnya, tidak dapat di -
pandang sebagal orang yang beritikad bail, baik ditinjau
dari pendekatan historis psikhologis maupun pendelkatan

normatif.

Sebagaimana diketahui, bahwa sSalah seorang pendiri
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FT. Makassar Golden Hotel adalah Tony Gosal (terpidana) da-
lam tindak pidana korupsi dengan memanipulasi tanah/pelatar
an parkir PT. Makassar Golden Hotel tersebut. Dalam  kasus
ini terdapat pengetahuan para pendiri PT. lakassar { Golden
Hotel, setidak-tidaknya Tony Cosal, bahwa tanah/pelataran -
parkir tersebut berasal dari suatu manipulasi tanah, se -
hingga patut diduga bahwa sikap bathin PT. Makassar Golden
Hotel dalam hal ini pendirinya berdasarkan wujud nyata ke -
hendak tersebut, menunjukkan adanya itikad buruk, in  casu
patut dipandang tidak beritikad baik.

Dilihat dari pendekatan normatif, meka secara yuridis
bahwa terbitnya sertifikat hak sewa atas tanah/pelataran di-
pandang tidak melakukan prosedur hukum yang wajal, . sebab
izin penggunaan tanah hanya terbatas pada yang telah dizten-
tukan di luar tanah/pelataran parkir. Dengan demikian me =
nurut anggapan umum, bahwa para pendiri PT. Makassar Golden
Hotel, secara obJektif dipandang mengetahui status tanah
yang dirampas.

Lain halnya dengan pemohon keberetan pada kasus pe -
rampasan beberapa unit bangunan pertokoan (Makassar Plaaa?y
Pada kasus ini penulis memandang para pembell adrlah orang-
orang yang beritikad baik seperti yang dimaksud dalam pasal
35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Karena para =~ pembell

unit-unit bangunan pertokoan tersebut mengadakan transaksi

. jual beli sebelum Tony Gosal disidik atau  diproses ka -
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rena dituduh melakukan-tindak pldana korupsl dengan mema-
nipulasi tenah negara bekas terminal bis. Para pembell di-
lihat dari segi histéris psikhologis, dipandang mempunyal . .
itikad balk, sebab secara subjektif ia tidak  mengetahul
Jika ternyata beberapa bagian dari tanah bekas  terminal
tersebut dimanipulasi oleh Tony Gosal.

Wujud . nyata kehendak® ( itikad baik ) tersebut di-
dukung oleh telah dilaksanakannya pembangunan di atas are=-
al taneh itu, sehingga secara obJektif umum menilal bahwa
hak atas tanah di Fﬂ_a.ne_lll.lﬂit_-"u.l?it bangunan pertolkeoan didi-—
rikanf“H;1 ini ;éadgi;;E;gﬁﬁlée;ﬁekatan normatif.

Dalam hal lalrm,- bahwa dengan dilsksanakannya tran-
saksi Jual beli antara pembeli (pemohon keberatan) dengan

Tony Gosal yang sesual dengan peraturan perundang-undangan

serts dilakukan secara terang dan nyata, maka mereka di =
pandang mempunyai itikad balk.

3.3. Alasan dan Persyaratan Perlawanan

. Perampasan barang dalam tindak pidana korupsi dima-
na sebagian atau seluruh: barang tersebut adalah milik pi-
hak ketiga, menyebablkan plhak ketiga yang merasa dirugikan
dengan perampasan barang tersebut, berdasarkan Undang-Un-
daeng yang berlaku, ia berhalk mengajukan keberatan ke pe =
ngadilan yang bersangkutan (videopasal 35 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971). Keberatan tersebut harus di -

ajukkan dalam tenggang wakiu 3 .(tiga) bulan setelah putus-
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an hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap i -
umumkan.

Permasalahan timbul mengenai siapa yang berwenang
memeriksa keberatan terhadap pﬁrampésan barang tersebut
diajukan. Apakah kepada pengadilan yang pertama memerik-
sa atau pada pengadilan yang putusannya mempunyai keku-
gtan hukum tetap. Hal ini tidak gijelaskan oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971. Akibatnya timbul dua pendapat.
Pendapat pertama mengatakan:diajukan kepada pengadilan
yang memutus dan putusannya mempunyai kelnzatan . hukum
yang tetap. Oleh karena itu jika putusan yang telah mem-
punyai kekuatan hukum tetap adalah Fengadilan Negeri, ma-
ka pada Pengadilan Negeri diajukan. Demikian pula Jika
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus de. -
ngan putusan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap,

'maka peds Pengacilan Tinggi atau Mahkamah Agung harus =

diajukan keberatan tersebut.

Pendapat kedua adalah bzhwa yang berwenang mems =
riksa keberatan tersebut adalah Pengadilan Negeri yang
pertams memeriksa tindak pidana korupsi tersebut, sekali
pun_keberatan itu diajukan kepada putusan Hahkamah Agung.

Menurut pendapat pertama, sebagaimana dituangkan-
dalam jawaban jaksa terhadap Keberatan pihak ketiga pa-
da kasus yang dikomentari, bahwa manakala suatu putusan
Mahkamah AgUnNg Yang menentukan perampasan baranz  yang

diajukan keberatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan
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Negeri melainkan kepada Mahkamah Agung, sebab jika diaju-
kan ke Pengadilen Negeri berarti Pengadilan Negeri meng -
adili putusan Mahkamah Agung.

Dalam hubungan dengan peradilan tingkat mana yang
harus memeriksa keberatan pihak ketiga yang barangnya tu-
rut dirampas karena diduga erat ksitannya dengan suatu tis-—
ndak pidana korupsi, maka mEnuru‘l:'pE:;mIlis, yang berwenang
adalah. Pengadilan Negeri dimana tindak pidana korupsi di-
periksa untuk pertama kalinya, jadi bukan Mahkamah Agung.
fda dua h.-allﬂal'asan ?é\ng mendaﬂa::ir penalis,; yaitu : '
a. Kewenangan Mahkamah Agung

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Un=-
dang Nomor 14 Tahun 1985, telah ditentukan hal yang men
jadi kewenangan Mahkamah AgUng yang herkaitan erat de=
ngan pemeriksaan suatu perkara. Sebagaimana diatur da=
lam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung ter-
but, yang berbunyl :
- Mahkamah Agung bertugas dan berwenang - memeriksa
dan memutus 3
b ﬁgﬂﬁ%ﬁgﬁgiﬁewemﬂsm mengadili;
c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadil-
an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Demilcian pula ketentuan pasal 10 ayat (1) dan Egat {El
Undang=-Undang Nomor 14 Tanun 1570, yang -ménégariskan :
pancone A58 aled pndtien T gss, o2

~mohonan kasasi terhadsp putusan térakhir -
ﬁin daripada putusan Mahltamah AgUng.




Oleh karena itu permohonan keberatan tidak termasuk ke-

wenangan Mahkamah Agung, karena disamping tidak terma -

suk kategori pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah

Agung, Jjuga putusan pengadilan yang tidak disetujui ma=-

ka dapat diajukan kasasi kepada Mahksmah Agung.

b. Keberatan pihak ketiga menyangkut fakta
. Keberatan pihak ketiga yang mempunyai itikad baik ter -
hadap persmpasan barang yang diduga ada kaitamnya de =
ngan tindak pidana korupsi, merupakan suatu fakta, ya -
itu bahwa ada diantara barang yang disita atau dirampas
tersebut disinyalir hak pihak ketiga yeng beritikad beaik.

Kewenangan untuk memeriksa fakta (factie) adalah yudex

factie, bukan Mahkamah Agung, yang hanya memeriksa pe =

nerapan hukumnys.

—. Dengan demikian® jelaslah, bahwa - pemeriksasn Keberatan
pihak ketiga terhadap perampasanl barang dalam perkara ko =
rupsi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dimana per =
kara korupsi tersebut diperiksa pada tingkat pertama.

Keberatan pihak ketiga diajukan dalam bentuk- suatu
permohonan yang mempunyal kessmaan dengan permohonan pra -
peradilan, sebab pada prinsipnya keberatan tersebut menge-
nai sah atau tidak tindakan perampasan barang, yang identik
(Enalﬂgi]-dsnganisahhatau tidgknya penyltaan. Namun' d?mi-
wian keberatan terhadap perampasan barang tersebut  tidak

dapat dipandang sebagal permnhnnan praperadilan, sebab te=
Pa P
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lah ada putus
= putusan yang mempunyai kekuatan hukum-tetap, sedang-
lau ;
kan kalau p aperadilan, pokok perkara belum diperiksa . dan
jika sedang diperiksa, maka pokok perkara hzrus dihentikan.
Pemeriksaan perkara keberatan dilakukan menurut tata
cara pemeriksaan perkara perdata, dan bukan dilekukan me -
nurut perkara pidana, sebab di sini tidek ada orang  yang
berkedudukan sehagai terdakwa dan tidak ada pula jaksa | pe-
mmtut umum. Kedudukan jaksa adalah mewakili negara sebagail
pihak termohon.
Menurut Bambang Satrio (Hakim Pengadilan Negeri Ujung
Pandang, wawancara 11 Agustus 1988} sebagail berikut :
Keberatan pihak ketiga dalam hubungan..dsngan peram-
pasan barang yang ada kaltannya dengan tindak pi -
dzna korupsi, tidak dapet dipandang sebagai suatu
perkara perdata murni dan tidak dapat dipandang se-
bagai perkara pidana walaupun motifasi Adanya kebe-
ratan tersebut adalah tindak pidana. Oleh karena itu

dalam memeriksa keberatan pihak ketiga yang sifatnya
peradilan istimewa, bolehlah menggunakan tata cara

perdata.

Penulis menyetujal pandangan di atas, vaitu pemerik -
saan perkara keberatan pinak ketiga dalam perampasan barang
yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, tata cara
pemeriksaancya dengan cara perdata, sebab memang ada unsur-—

unsur keperdataalle
Mamun tidak dapat dilakukan menurut tata cara gugatan, arti-

nya keberatn pihak ketiga tidak boleh dilakukan dalam bentuk

gugatan, melainkan sebagal permohonarn.
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BAB 4

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

UJUKG PANDANG TERHADAP PENY ITAAN/PERAMPASAN
BARANG DALAM PERKARA KORUPSI

Implementasi suatu ketentuan undang-undang, . apakah
Qilaksanakan secara konsekuen atau tidak, antara lain da=-
pat dilihat pada putusan pengadilan yang mengadili suatu
perkara yang memerlukan penerapan bukum tertentu, karena
pada putusan pengadilan iFulah segala sesuatu dipertimbang
kan berkensan dengan ketentuan hukum dimeksud, Jjuga pada
putusan pengadilan tersebut dapat diketahui penemuan hukum
karena tidak adanya suatu aturan hukum tertentu yang khu-
sus mengatur perkara tersebut, salah satu contoh adalah
putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang mengenai keberat-
an pihak ketiga terhadap penyitaan dan perampasan baﬁfﬂg
dalam perkara Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomors: o1 /
pid/Pen/1957/PN.Uj.Pdg dan Nomor: 02/Pid/Pen/1967 /PN.UJ
Pdg, mempunyai kasus posisl yang sama, yang  membedakan
kedua kasus tersebut hanya pihak ketiga yang mengajukan
keberatan dan objek yang disita, sedangkan putusannya ada-
lah sama. Oleh karena itu dalam rangka menghkajl atau me -

ngomentari kedua putusan tersebut, penulis mengomentari

secara kumalatif.
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“4¢1. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: O1/Pid/

Pen/1987/PN.Uj. Pdg.
Futusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang lomor: O1/Pid
{Pen/1987 /PN, Uj.Pdg ini merupakan putusan yang mengenai ada I
nya keberatan pihak ketiga terhadap penyitaan yang dilaku -

kan oleh kejaksaan. Objek yang disita dan dirampas tersebut 1

terletak di jalan H.ﬂ.ﬁamli. Jalan H.Agus Salim dan Jalan
Hos Cokroaminoto Ujung Pandang, yang dikenal dengan Makas -
sar Plaza, yang terdiri dari beberapa petak bangunan toko.

L.1.7« Kasus Posisi

Sebanyak 25 {dua pulvh lima) petak toko tersebut te -
lah disita oleh pihak kejakéaan, berdasarkan penetapan Peng
adilan Negeri Ujung Pandang Nomor; 682/Pid/Pen/1987/FN.UJ .
Pdg. Penyitaan itu dilakukan karena dipandang sebagal bagi-
an dari tindak pidana yang dilakukan oleh Tony Gosal allas
Go Tiong Kien, yang didakwa‘melakukan tindak pidana manipu-
1a=i tansh dimana petak <Toko tersebut berdiri. .

Petak-petzak toko tersebut sesungguhnya oleh pihak yang
keberatan dianggap bukan milik Tony Gosal lagi, tetapi hak
milik pemchon keberatan, karena telah dibeli dari Tony Go -
sal, berdasarkan akta juzl beli yang dilakukan di hadapan
Notaris Sitske Limowa, 8H, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jual beli yang dilakukan aleh pemchon dengan Tony Go-
sal, berlangsung Jjauh sehelﬁm terjadinya kasus Tony Gosal,
vang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan memani-

pulasi tanah negaras sehingga dengan . -demikian. * pamehon

i T = o=
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adalah pihak-pihak yang beritikad baik.

Berdasarkan hal-hal terse but di.atas, -- pemohon me-

_Eu@ﬂn; Kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, yaitu
a. Menyatakn pemohon adalah pemohon yang baik dan benar.
b. Menyatakan bahwa para pemohon adalah peiiegang /pemilik

tgnah dan bangunan yang telah disita dan dirampas oleh I
pihak kejaksaan.,

¢. Membebaskan tanah dan bangunan yang ada diatasnya dari
sita eksekutorial atau sita spapun yang dilakukan da =

™ , ;
lam perkara To Gosal. g s
P L | 5 % Gf_ o | Y

bels2. Pertimbangan dan putusan hakim _

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa per-
kara-perkara dalam tingkat pertama, setelan melakukan pe-
ﬁeriksaan terhadap keberatan pihak ketiga terhadap sita
dan perampasan yahg dilakukan oleh kejaksaan Negeri Ujung
Pandang telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-per
timbangan, ysng pada pokoknya menyatakan, bahwa Pengadilan
liegeri sekali pun tidak ada ketentuan Khusus ' yang meng =-
atur keberatan pihak ketigg terhadap 5ita_§an perampasan: |
barang dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak jelas,
apakah harus diperiksa menurut, Acara verzet.dalam perkara
perdata atau berbentuk permononan blasa.

Pengadilan memandang, permohonsn pemohon selain ku-

Irang jelas juga tidak sempurna, karena berdasarkan tuntut-

hon, maka nampak pemohon berusaha menerapkan acara
an pemohon,

L ———— —— e —



verzet yang terdapat dalam hulun acara perdata, .seédangkan
e hgkum acara pidana tidek mengenal konstruksi verzet.

Ketidaksempurnaan permohonan pemohon tersebut karena dapat

menimbulkan kesulitan dalam eksekusi, sebab terjadi per -

tentangan/kontradiksi dengan adanya putusan Mahkamah Agung -

Republik Indonesia Npmor: 1164/K/Pid/i9855 yang telah mem =
punyal kekuatan hukum. yang tetap.

Menurut pengadilan negeri bahwa dasar permohonan ke=
beratan dalam perkara perdata disebut posita, tidak men -

‘dukung permohonan itu sendiri (petitum) dimana dasar per -

mohonan selain dimuat dalam surat keberatan tanggal 22 Ap-
ril 1987, disebut juga dalam keterangan ~.fertulis; yaitu
keberatan atas perampasan barang.

Menurut pengadilan negerl bahwa pengertian itikad
baik adalah pengertian perdata, oleh karena itu sekali pun
pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang =_Un=

dang NWomor 3 Tahun 1971) menyebut barang-barang milik pihak

ketiga dan beritikad, karena pengertian tersebut adalah
pengertian perdata, maka untult membuktikan adanya hak dan
adanya itikad baik, bukan dengan cara mengajukannya sSecara

pidana, tetapi harus disjukan secara perdata.

Walaupun pengadilan negeri menolak bantahan barmahon

bahwa yang berwenang mengadili permohonan tersebut, adalah

Mahkamah AgUNg, pangadilan negeri tetap menyatakan pihak -

nya yang berwenang mengadili

dasar pertimbangan.pasal 51 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun

permchonan tersebut, dengan-

-_ﬂ#':‘-. TR
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1971 Juncto Bab III Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985.

Pertimbangan lain pengadilan negeri adalah, bahwa per-
kara pokek Saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamsh Agung ,
berdasarkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh
terpidana Tony Gosal, sehingga manakala pengadilan naperi
memutus permohonan tersebut ada kemungkinan timbul perten =
tangan antara putusan atas keberatan dan putusan peninjau =
an kembali yang akan datang.

Berdasaritan pertimbangan tersebut pengadilan negeri -
kemudian memutuskan debgan amar putu5én a -
a. Menyatakan keberatan atas perampasan barang-barang dan

permohonan, dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara.

4.,2. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Womor ;02 /Pid/
Pen /1987 /PH.UJ.PAg.

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa  dan
mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah men-
jatukkan putusan sebagai berikut dalam hubungan dengan ke-
beratan yang diajukan oleh Hasanuddin Nawing, ternadap pe-

nyitaan dan perampasan yang diiakukan oleh Eeja%saan Hegeri
Ujung Pandange

LePa1+ Kasus Posisi

Ke jaksaan Negeri Ujung Pandang telah menyita dan me -

rampas tanahfpelataraﬂftEmFat parkir berdasaritan putusan

Makkamsh Agung NomoT: 4464 5 /PLid /198D, tanrgal 31  Oktober

L ———— T ———
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1986,  padahal tﬂﬂahfpelataranftempat parkir tersebut ada =

lah hak sewa PT. Makassar Golden Hotel dengan pihak Depar=-

temen Perhubungan cq Administrator Pelabuhan Makassar ’

oleh karena itu tanah/pelataran/tempat parkir tersebut bu-
kanlah tanah Tony Gosal.

FT. Makassar Golden Hotel sebagal pemegang hak sewa
atas tanah/perairan yang disita dan dirampas tersebut, se-
helu;nya telah dilakukan pengurusan oleh PT. Makassar Gol-
den Hotel (MGH) dan para pemegang Sahamnya, yaitu Haji En-
cuk Sukma, Hasanudding Nawing, Tony Gosal, Luther Lumbg
dan Abdul Gani.

Dengan demikian maka termyata hak sewa « 'atas _fanah
tersebut bukanlah milil pribadi Tony Gosal alias Go Tiong
Kien, tetapi merupakan hak perorangan terbatas (recht per-
soon) dari PT. Makassar Golden Hotel, sehingga  penyitaan
dan perampasan tersebut tidak berdasar dan tidak mempunyai
landasan hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, pemohon kemudian memo =
hon kepada Pengadilan Negeri agaT berkenan memutuskan 3
a. Menyatakan babwa pemohon adalah pemohan yang balk ~ dan

bEnaI‘-
anwa FTL. Makassar Golden Hotel adslah pe =

iran/tanah seluas 3.165 mE

terletak di Jjalan Fasar Ikan

b. Memyatakan b

meganghak atas pera — beserta

bangunan diatasnya, yang

Ujung Pandang, yang dikenal setempat dengan pelataran /

tempat parkir FT. Makassar Golden Hotel ~dam tempat

ﬂ



S

lain dal
alam areal PT. Makassar Golden Hotel (MGH).

" b =
¢. Membebaskan tanahfpelataranftempat B——

Golden Hotel (MGH) tersebut besertsa bangunan diatasnyas
d.

L T i ) B

Menyalakan 0ngkos permohonan ditanggung oleh negara.

ha2.2. Pertiobangan dan Amar Putusan Pengadilan .

Pada prinsipnya pertimbangan-pertimbangan yang di-
kemukalkan oleh pengadilan negeri pada kasus kedua .ini sama
dengan PEFtimbangan.kasqa pertama di atas.

Pengadilan negerl tetap memandang keberatan tersebut
harus diajukan secara perdata, bukan secara pidana. Sebab
untuk membuktikan adanya hak dan itikad baik menjadi kewe=-
nangan peradilan perdata. Oleh karena itu | amar ﬂputusan
pada kasus pertama, yaltu menyatakan permohonan pemahon
tidak dapat diterima.

4.3~ Komentar penulis .

Dalam mengomentari putusan Pengadilan Negeri  Ujung
Pandang Nomor: 01/Pid/Pen/1987/FN. Uj.Pdg dan HNomor: 0z /
Pid/Pen/PN.Uj.Pdg, mgka penulis tekankan dasar pertimbang=-
an hakim yang menyatakan permohonan pemohon tETEEhut.tidak
dapat diterima (nlet ontvanklijk verklaard).

Pertimbangan.hﬂkim yang pertama, yang cukup menarik

untuk ditanggapi adalah penolakan hakim terhadap keberatan I

jaksa yang menyatakan:hahwa permohonan keberatan dari plhak

ketiga adalah kewenangat Mahkamah Agung. Mahkamah Agunglah

be ng mengadili permohonan tersebut, sebab yang !
Yang T Tla

memutus perampasan barang adalah Mahkamah Agung.

_______---.----II-l-l-l----IIIIIIII-II-I-
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Dasar per i
ar pertimbangan hakim menolak keberatan jaksa ter-

|
;

sebut adalah menunjuk pasal 24 Undang-Undang Homor 14 Tahun
1970 juncto Bab III Undang-Undang No. 14 Tahun 1935.

. Fenurut hemat penulls dasar hukum yang ditunjuk oleh
Majelis hakim tersebut cukup relevan. Mamun pada dasarnya
bahwa keberatan pihask ketiga tersebut merupskan suatu fakta
yang harus diperiksa kebenarannya. Oleh karena itu yang ber
wenang memeriksa dan mengadili kebenaran suatu fakta adalah
wewenangan judex factie, in casu Pengadilan Negeri  bukan
Mahkamah AZUNE.

Sebaliknya dasar pertimbangan sehingga Majelis tidsk
menerima permohonan pemohon ialah, bahwa pengadilan meng -
alami kesulitan dalam menentukan konstruksi permohonan ke -
beratan tersebut. Apakah seperti verzet dalam Acara Perdata
atau berbentuk permchonan biasa. Kemudian apakah hakim Ma =
jelis memberikan putusan (vonnis) atau penetapan (beschik =
king). Disamping itu menurut Majelis, melihat bahwa pemo =
hon berusaha menerapkan konstruksi verzet yang tidak dike =
nal dalam Hukium Acera Pidans, juga Majelis mengansesn akan
menimbullkan kesulitan dalam eksekusi sebab akan menimbulkan
pertentangan, karena putusan Mahkamah Agung Homor 1164/K/Pid I
/1985 tersebut kini dimohonkan peninjsusn kemball, Yang se=

mentara pembahasan Mahkamah ASUNE Republik Indonesia. |

' ; i bahwa menurut ¥ajelis penger-
pertimbangan lain adalah Da I

aik dan hak adalah pengertian perdata, maka
+ikad “beik -dan - hak bukan-

tian itikad b
untul membuktikan adanya 1

w
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dengan cara pidana tetapi harus dengan cara perdata. De -
mikian pula permohonan pemohon yang memohonm agar - pemohon
dinyatakan sebagal pemilik/pemegans hak, bukanlah wewenang
dari peradilan pidana, tetapi wewenang peradilan perdata.
Penulis tidak sependapat dengaﬁ.pertimbanganﬂpertiﬂ
bangan Majelis Hakim, sehingga menyatakan permohonan pe -

mohon tidak dapat diterima.

Majells menganggap permohonan pemchon diajuksn me =

nurut tata cara pidsna, adalah ssngat tidak tevat. Sebab

bagaimana mungkin pemohon mempunyai kewenangan untuk me=
ngajukaﬁ.perkara pidana ke pengadilan adalah jaksa penun-
tut umum?

Di samping itu untuk adanya suatu pemeriksaan per -
kara pidana maka susunan persidangan.adalah selain hakim
juga ada jaksa yang berkedudukan sebagal penuntut Lumam
dan ada pula terdakwa.

Pemeriksaan keberatan pinak ketiga jelas bukan per-
kara pidana, sekalipun ada Jjaksa, tetapi kedudukan Jaksa
di sini bukanlah sebagal penuntut umum, tetapl dalam ke =
dudukannya sebagal termohon. Olen karena itu p?nulis tidak
dapat memahami mengapa majelis hakim berkesimpulan, hahw%
pemohon mengajukan_permuhnnan keberatan dengan:fpnstruksl

+ dalam acara pidana. ‘
o Menurut penulis, pandangan majelis hakim yang me =

tiga tersebut harus diajukan se -
ihak ketlf
nilai keberatan P

.
L s i e e - L LR
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cara perdata maka kualitis pemohon di sini adalah sebagal

penggugat dan kualitas negara Indonesia, yang tentunya
diwakili oleh Jaksa. Maka timbullah masalah yang mendasari
dalil gugatan tersebut. Apakah negara dalam hal ini jaksa
dipandang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan.-hu=—
Jkum (onrechimatige overheidsdaad) in casu pasal 1367 Bil.

. “Untu¥ dapat dikatakan wanprestasi, jelas tidak te -
pat, sebab antara pemohon dengan jaksa tidak permah ter =
ikat dalam suatu perjanjiam di mana pihak kejaksaan lalai
memenuhi prestasi yang diajukan. Sebaliknya jika dasar gu
gatan adalah perbuatan melawan hulum, juga tidak  benar,
sebab jalksa menyita dan merampas barang tersebut berdasarl
kan amar putusan hakim. yang telah mempunyal kekuatan nukum
tetap, sehingga perampasan itu mempunyai 1andasan.. hulcum
yang sabh. |

Oleh karena itu menurut penulis, keberatan plhak ke

tiga terhadap perampasan.barang dalam perkara kﬂ?upsi ti-
dak dapat ﬁlkﬂlumpﬂkkan dalam perkara perdata murnl atau
perkara pidanas. Yang Jelas permohonan keberatan mutlak bu
kan perkara pidana. Oleh karena 1tu registrasi perikara o=
leh REpéniteraan‘FEﬂEEﬁilan'Hggeri Ujung Pandang terhadap
Perméhﬂnan:kﬁheratan.tﬂrﬂebut dengan registrasi pidana

(Pid) sangat keliru.

5ifat keberatan
ang dalam tindak pidana korupsi, ada kecen=-

pihak ketiga dalam hubungan dengan

perampasail. bar

T et e o e
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rungan pad
derungan pada perkera perdata,dalam arti proses pemeriksaan

nya menggunakan cara-cara seperti pada perkasra perdata. He-

unn hakikatn
m ¥a adalah bersifat istimewa. Oleh karena itu

registrasi perkara haruslsh istimewa pula seperti halnya de
ngan permohonan praperadilan, yeng tidak dapat dipandang s&
bagal perkara perdata sekali pun menggunakan tata cara ber-
acara menurut Hukum Acara Perdata, dan juga tidak dapat di-
pandang sebagai perkara pidana, sekali pun ada jaksa, seba-
gai termohon tetapi bukan kualitas..sebagal Penuntut Umum.
Pemeriksaan keberatan pihak ketiga menurut perulis ,
merupakan pemerilksasn suatu fakia. Pengadilan MHegeri dimana
dilakukan pemeriksaan pada tingkat pertama memeriksa ¢ .ada
atau tidak fakta.sepertl yang didalilkan dalam permohonarl.
Manslkala ternyata dalil keberatan terbukti, artinya diantara
.barang yang dirampas tersebut terdapat barang milik pihak
ketiga vang beritikad baik, maka Pengadilan Negeri - _dzpat
memberikan pendapat kepada peradilan yang lebih tinggl atau
putusannya mempunyal kekuatan hukum tetap, yang delam kasus
sy cislah Mbisemil-Agtils AYsY daner. TREORRnNARL AN PES
dapat tersebut lghkamal: ASUDS KemUILED memerintahkan kepada

jaksa untuk memulinhkan hak pihak ketiga Yyang disita/dirampas

tersebut.

Penulis +idak E,E.Pendapat Jika itikad baik dan hak ha=

nya ada dalam pengertian perdatas Pada hukum publik -“sekall

hak dan itikad baik.

pun juga memperhatikan adanya
trasi NegaTa mizalnya, Jusa mengenal iti-

Dalam Hukum Adminis

=

- s e T
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kad baik dan hak di samping kewajiban

Pandangan Majelis Hakim yang demikian itu sangat di-
pengaruhil oleh sifat kasus yang diperiksanya. Dengan kata
lain agak "bingung" memeriksa perkara tersebut. Hal ini
tercermin dari pertimbangannya yang menyatakan bagaimana -
pentuk/konstruksi keberatan tersebut. Apakah seperti ver -
zet atau permohonan biasa dan bagaimana hakim memutusnya ,
apakah dalam bentuk putusan (vonnis) atsu penetapan (besc-
Ihikking}.

Pernyataan yang demikisn Sama maknanya dengan hakim
terpaksa tidak menerima suatu perkara karena tidak ada atur
an hukumnya. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan
pasal 14 avat (1) Undang-Uncang Nomor 14 Tahun 1970 yaltu
tentang Kekuasaal Kehakiman.

Disinilsh seharusnya menjadi tantangan bagl hakim da-=
lam menjalankan tugasnya, bahwa bukan saja perfungsi meng-
adili, memeriksa dan memutuskan suatu perkars, tetapl ke =
mampuan hakim dalam mengisi segaia kekurangan yarng L.tfiak
45 otur dalam ketentuan perundeng-undangan dan inD3eR YERS

disebut penemuan hukum (Rechtsvinding).

e ——
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., BAB 5 3
PENUTUYUGP |
EEFdaEarkan'PEhbahaEaﬂ-pEmbahasan sebagaimang dike - 1

mukakan pada bab-=hab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan. Ui samping itu penulis mengemukakan pula saran

sehubungan dengan skripsi ini sebagai “berilkut

L
-

ﬁ-1-KEEimpulan

a. Dalam menanggulangi kerugian keuangan negara yang
lebih besar akibat tindak pidana korupsi, maka hu-
kum memberi kewenangan kepada jaksa wntuk menyita
dan merampas barang terdskwa/ierpidana.

Namun dalam kenyataannya tldak menutup kemungkinan
terdapat barang pilhak ketiga yang turut tersita
atau dirampas.

Hultum memberi hak kepada pihak lketiga yang beriti-
kad baik untuk mengajukan keberatan manakala dian-
tara barang-barang yang disita atau dlrampas dalam
hubungan dengan tindak pidana lorupsi suatu per =
kara. Hal ini dimaksudkan antuk melindungi plihak
ketiga yang beritikad baik dari kerugian yang akan

ﬁ- 1ami dengan perampasah tersebut, hal ini sesual
ilaled

i1 -1 .1.
pasal 35 Undang-Undang pomor 3 Tahun g7

; .k sebagal 8Y
Itikad baik 5% ‘
pihak ketiga, t+idak hanya dikenal dalam

. !

_____--.-.---I-----ii===iii==;======;=======-

arat untuk mengajukan kebe -

ratan bagl




d.

5-2# E

&

hukum priv ;
Privat melainkan Juga dikenal dalam °  huloum

oL ;
e karena ftu hakikat itikad baik sifat-
nya Kasuistis dan subjektifitas,

publik.

Keberatan pihak ketiga terhadap perampasan barang 1

dalam tindak pidana kKorupsi, menjadi kewenangan -~

Pengadilan Negeri, bukan Mahkamah Agung, sebab pe-

meriksaan terhadap suatu keberatan adalah pemerik- i
saan falkta in casu Judex factie. ﬁ
Pemeriksaan terhadap keberatan pihak ketiga dalam %
kaitan dengan perampasan barang dalam {indak piﬁa= E

na korupsi, tidak dapét dipandang sebsagal suatu !
perkara perdata ataun pidana. Ia adalah suatu per - j
kara istimewa seperti halnya dengan lembaga prape- @
radilan, sebab dasar keberatan bulcann perbuatan pe-
nguasa yang melawan hukum vang dilalukan oleh Jjak-

=25 dan bukan pula suatu wanprestasi.

araain

Perluy segera dibuat suatu peraturan dalam mensntu-
1can tata cara dan proses pemeriksasn perkara kebe-~
a

ratan pihak ketiga yang beritikad baik dalam  hal
ata ™

rampasan barang yang berkaltan dengan tindak pl-
peramps _

dana korupsi.

Lian hakim terhadap keberatan pEhak fokiLe. hes
Penilaiad

apai suatd e i earn suatu kelkell-
b i i rlkara pidana, meE s
& P

i i hebdaknya memperhatilan

|
;
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d.

L
Snl

registrasi sugtn perkara sebelum diperiksa di muka

25 5 1 i i
persidangan. Sebab vang memberi nomor repgistirasi -

pldana tentunya pihak pengadilan sendiri.
Kejaksaan dalam melakukan penyitasn barang  dalam
kaitgn dengan tin&;k pldana korupsi, hendaknya bel
Sikap teliti, Eﬁar pihak ketiga tidak mengalami he
rugian karena barangnya dirnmﬁsﬁ. Oleh karens itu
sebelum melakukan penyitaan terlehih dshulu mencari
keterangan yang lengkap mengenal bavenpg yang akan
disita.

Seharusnya hakim yang memeriksa pormohonan keberat-
an tersebut, menyadari fungsl dan hakiliat keberada-
an kewenangan haldm yakni bukan saja berwenang menpg
adili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara tets
pli Jjuza harus mampu mengial sepala kekurangan per-
aturan perundang-undangan yang tidak diatur dengan
jalan melakukan penemuan hulkum (rechtsvinding).
Hakim vang memeriksa permohonan keberatan tersebut

membuat suatu penetapan (beschilking).
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Tindak pidana korupsi senantizsa menimbulkan kerugian
terhadap keuangan atau perekonomian negara, setidak-tidak -
nya dapet menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau per -
ekonomian negara. Untuk mengurangi kerugian tersebut, maka-
setiap terjadi tindek pidana korupsi selalu dilakukan penyil
taan dan perampzsan barang-barang pelaku tindak pidana ko -
rupsi.

Perampasan terhadzp barang-barang pelaku tindak pida-
na korupsi yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pelaksana (ek-
sekutor) putusan pengadilan yang telah mempunyai keluatan -
hukum tetsp, menimbulksn permasslahan manslkals disntera ba-
rang-barang yang dirampas tersebut terdapat barang-barang ,
pihak ketiga yang sama sekali tidak tersangkut dalam tindak
pidana korupsi tersebut.

Pihak ketiga seperti FT.Makassar Golden Hotel (HGH) ,
dan 25 orang pemilik unit pertokoan Makassar Plaza, mempu -
nyai kewensngan untuk mempertahankan hsk kebendaannya, Yang
terampas karena diduga bahsgrian dari harts benda pelaku tin
dak pidana korupsi, dengan mengajukan keberatah, hal ini di
jamin oleh undang-undang.

k Permasalahan pokok keberatan pihak ketiga adalah pro=-
sedur mengzjukan keberatsn tidak diatur dalam suatu perun =
dang-undahgan.baik Undang-Undang Tindak éidana Korupsi atau

- r &
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehiﬂgga
hakim memeriksa perkara keberatan tidak mempunyai pedoman.
Apakah harus dizjukan secara perdata murni . sztau ‘pidanas
atau menurut prosedur praperadilan. Namun demikian pihak
ketiga tidak berarti, bahwa perkara keberatan tersebut ti-
dak dapat diterima. Sebab pengadilan tidak dapat : memclak
suatu perkara hanya dengan alasan tidak ads aturan hukum -
nya melainkan harus mencari dan menggali aturan hukumnya g

yaitu dengan jalan penemuan hukum (Rechtsvinding).
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Lampiran I/

PUTUS AN

No.On fPid/Pen/19:7 /N0 Uj.Pdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA™

EER LT oA St

gadilan Negeri Ujung Pandang yang me-
perkara keberatan, telah mengambil pu=

: L T T I

Sidja Tjolleng, bertempat tinzgal di Ujung Pandang ,
JE.lElr-l Makk-ﬁsﬂu I"I'::'I1i B ER R EEFEEEESI W R Eomowoa FEEE s EEEE

Hy. Siance Liem, bertempat tinggal di Ujung Pandang,
jﬂ.lﬂn TEIﬂhUS-E.TI Husakambangan ND-T; A EEE R EE R TR EEREE
Arief Widjaya, bertempat finggal di Ujung Pandang ,
Jalan Sultan Hasanuddin No.48j siecsssscsssssnsnsacas
Ho Haryanto Bosanna, bertempat tinggal di Ujung Pan -
dang jﬁlan EL}J-.EHEEI'J.. Hﬂim; ‘I‘IIIII'qul.l--ll-rnl'ill-l'i:ll'
Taufiq.Yepaci, bgigempat tingal di Ujung Pandang jga =
13.!.1 ELJlEIWEEi T'IDI- s sa AR RS ERAFEEREERAERTSRAERAR RN
Sinarta Kurnlawan, Eertempat tinggal di Ujung Pandang
EII.E.II- Tj—mﬂrﬂ:ﬂ-tag; _t""“!‘i;Ii'I-IIl-llit'-*illiilil"""‘
%kmalﬂﬁalik Cel, bertempgﬁ tinggal di Ujung Pandang
'Ellarl G‘i Bﬂlﬁﬂrﬂmlg los ] I-Iul-ll-l!-::-l-lll'iilll-lrllii-!:l
%y. Khu Merry Kustanyga Eertimpﬁg E;?ggal di Ujung -
Pﬂldan-g .jalal"l H—lH!Hﬂ.m E.-_-qll-'_';-lL m " rllrlr'll"!'lil‘lI-I! .
Arief Widjaya, girtempat tinggal di Ujung Panda?%:"
El?ﬂ'l EI'L'L':E-I:I'E I"!gi- -.-: l-i--l-rq--i-lll-ithlri--l--!---ll-!-lln-!-l' _
%brahim Faisal Afis_m%."‘gl:;rtempat tinggal di UJUHE
I Elanaﬂ.ll . i I-I-lrlrllll-!:il!‘il-ll--
EiEEéHEEEJLiﬂng* hertﬁmpzﬁitinggal di UJU?%.???%?T%.’
lan G‘l B'l.lluﬁar'al]ﬂg :'lnr Fl il-'!rl‘ll‘lII-l-‘ l 3
af,' Ke Ka, bertempat tinggal di Uyung Pﬂﬂdﬁﬂf: 5331"
'nm'h-u I'iﬂ.g":l' -;---an--r-;riv'-lrilrvi'll'l' P dan .
%me Cheng Ran, hei-?e_mﬁitjﬁfngaal Qi Ndune Reews 8
. . Agus Salim NO.2s sestefss’ gl
Jo1a apaais, bertempat cliggal 21 Vg evone: .
-."'“I'J- ND{-EB' !l-n.l-l-qilllll-l:rl-!lril:#l'lr nﬁn A
%;ﬂagzﬁg Eangniﬂ.,bertempﬁt ?éﬂ=Eﬂl di UJung Dendang
- r o i 0 LD LT L L R ’
i 0.5 Comuantnets [0, 1ol iy a3 -
AL :I n . ln-t-rI-il-li'l"""""“"""""_"'"
lan Bali Ho.22; "ot iova, bertempat tinggal di vjung -
Budiman P?T“E”ag wﬁgsgnaddin HO. RS ] wussnsssensesnts
Pandang,dqalaﬂ S rtempat tinggal di - Jakaria. y
Jacob WidjaYa, 33Raftﬂ' b bie b
gt ?cias}fu::;'whertempat' tinggal di Ujung Fandang ,
Go Gio ' o : .
Jalansﬂulggiﬁihg?-tem '+ tinggal di Ujung Fandang
Tito ?,

E.IEII-E awesSl .F'Iﬂ-!il T s mpaEEREES R R

T N N N

& % om RN
o R BB EEEE e
- -"_.'_.-.-.II

nd y 42 -
] hertempat tj-nggal di IUjllrl]%l??' 1?]?%11 -?-I-I- E
Haji Wiaa:}ra;id HEETim Iﬂﬂ'-ﬁj; sssmms=ne

lan K.HeW

ﬂ
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22, The Arief Wirawsn, bertempat tinggal di Ujung Pan-
dEm-Ei jalan Veteran Hﬂ.’]g et s E R R R R R RN L
Yang dalam permohonan keberstan ini, para Pemohon memberi
kuasa kepada 3 - MUHAMMAD RAMLI NaBA, SHj
- M.DARWIS PASA, SH;
) - EDDY ALAVERDY, SHj
] - JUMIATI RESTON, SH. Penasehat Hukum, me=
milih domisili di jalan Sunu lo 162 Ujung Pandsang; ess---
Pengadilan Negeri terseébul; sessssossrssnevacrarssssr
Telzh membaca surat keberatan atas persmpasal barang
sebagaimena putusan lMahkamah Agung Republik Indonesia tang-
Eglaij Oktaber 1986 HO.Reg.1160L K/Pid/1985 atas nama Tony
5 ; It-'III-lI.Illil-llipl-l-l-lIttll!liiil!iil!ilill'ilil!
Telah memriksa keterangan Jaksa, keterangan pemohon-
dan alat-alat bukti yang disjukan dimuka sidang) sssssnns
Adapun keberatan tanggal 22 April 1587 yang diajukan
para pemohon tersebut adslzh sebagai dibawah inil § seeeso
- Bahwa para pemochon mengailan keleratan terhadap peram=-
pasanssita sebagaimena putusan Mahkamah AZUNg R.I. tgl.
31 Oktober 71086 NO.Reg.1164 K/Pid/1985 atas nama Tomy
Cosal alias Go Tieng Kien yang mepunjuk antara lain 25
(dua puluh lima) petak bangunan pertokoan/perkantoran -
yang terletak di jalan K.H.Ramli, Jln.H.Agus Salim dan
Jln. H.0.3. Cokroaminoto yang dikenal dengan pusat per-
tokoan dan perkantoran pasar sentral, yang penyitasnnya
dilaksanakan berdasarkan Fenelapan Pengadilan Negeri -
Kelas I Ujung Pandang Wo . 682 /Pen. Pid /1984 /FN.US.Pdg tgl.
8 Oktober 1984 dan atas Surat Perintah Pelaksanaan Pe-
netapan Hakim tersebut dari Kepala Kejaksaan Tinggli Su-
lawesi Selatan No.Prin 31#;Dpn.1.ﬁfPidEusf1ﬂf1EEh fang-
gal 13 Oktober 1984 serta Berita Acara Pelaksanaan tgl.
13 Oxtober 1984, Adapun ke-23 petak bangunan pertokoan
tersebut distas adalah sebagal berikut : eseccsrasscass
1. Petak no. 2 dari barat ke timur,
5. Petak no. 3 dari barat ke t+imur,
3, Petak no. 5 dari barat ke timur,
4. Petak no. 5 dari barat ke ¥imur,
5. Petak no. 7 dari barat ke timuar,
. Petak no. B dari barat ke Timur,
=. Petak no. 9 dari barat ke timur,
B. Petak no.10 dari barat ke timur, i
9. Petak no.l1 dari barat ke timur,
10. Petak no.12 dari barat ke timur,
11. Petak no.124 dari barat ke tlmur,
12. Petak no.14 dari barat ke timur,
13, Petak no.15 dari barat ke timur,
1%L. Petak no.186 dari barat ke timur,
15, Petak no.’|7 dari barat ke timur,
16, Petak no.i8 dari barat ke timur,
17. Petak nc.1® dari barat ke timur,
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! 18+ Petak no.20 dari barat ke timur,
, 19. Petak no.21 dari barat ke timur,
- 20. Petak no.22 dari barat ke timur,
| 21. Petak no.23 dari barat ke timur,
22. Petak no.24 helakangg dari barat ke timur,
| 2%, Petal nn.24 (belakang) dari barat ke timur,
i 5k, Petak no.24 (depan) dari barat ke timur,
-I. £25. Petak nﬂ'-EE- dari barat ke timur,
] - Bahwa objek {ang disebutjan distas bukan milik dan hak-
i Tony Gosal alias Go Tiong Kien sebagalmana dimaksud pu-
. tusan tersebut, akan tetapi telah menjadi milik/hak pe-
' mohon, berdasarkan jual beli antara Tony Gosal dengan
| para pemohon jauh sebelum adanya penyidikan perkara dan
| Keputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 3T Oktober . 7236 -
| lNo.Reg. 1164 K/Pid /1985 dimana Tony cosal alias Go Tiong
_ Kien ditamoilkan sebagai terdakwa. Jual beli yang di-
| malksud diatas dilakukan dihadapan PPAT/Notaris - Sitske
: Limowa, SH, dengan akta Jjual beli masing-masimg antara
' Tony Gosal alias Go Tiong Kien dengamn i esssevecersncss,
i 1. Sidja Tjolleng, sebanysk 1 petak, akta jual beli
| lin. 645 /XT1/1983 tanggal 30 Lesember 1G85 eassnes
| 2. Ny. Siance Liem, sebanyak 1 petak, akta Jjual be
. 11 Ho.623/XI1/1983 tanggal 30 Desember 1983 ....
%, Arief wijaya, sebanyak 1 petak, akta jual bell -
No.626/XI1/1983 tanggal 30 Desember 1983 ceevsas
i L. Ho Harianto Hosanne, sebanyak 1petak, akta Jual
beli No.E2k/YII/1983 tanggal 30 Desember 1983...
5, Taufig Yapari, sebanyak petak, skta jusl beli
' No.B625/XI1/1983 tangsal 30 Desember 1085 weuss s
] 6. Simarto Kurniawan, sebanyak 1 petak, akta Jual
= beli No.BB0/KII/1983, tanggal 31 Desember 1983..
7. Akmal Malik Oei, sebanyak 1 petak, akta Jjual be-
1i No.661/XI1/1983 tanggal 31 Desembelr 1983 es e
g8, Hy. K Merry Kustanto, sebanyak 1 petak, akta
' juzl bell No. 627 /XI1/1983 tanggel 30 Desember -
1955 !-i-l-!-IIil'-l-!-l-ill-.‘il-!!ll-l-"i-l-l--‘ilF!il-l-'ii-l-
9. Arief Hidja%fa,sebangrak 1 petak, akta Jual beli =
No.B2B/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983 ecserese
10, Inrahim Faisal Affandi, sebanyak 1 petak, akta-
jual beli No.629/%I1/1983, tanggal 30 Desember -
1955 -l.|..|l|til"ill-lll-tlI!'ill'iiliitillii‘l}ll't
. 11. Liem Hing Liong, sebanyak 1 petak, akta jual be-
| 11 No.E30/%II1/1983 tanggal 30 Desember 1983 ssss
' 12. Go Ke Ka, sebanysk 1 petak, alcta jual beli DNo.-
631/XI1/1983 tanggal 30 Desember FORT awimndi
13, Khoe Cheng Ran dan Jeffry Kusuma, Sebanyak 1 pe-
, tak, skta jual beli No.632/XII71983 tanggal 30
i _EEEEﬂbE'r 1953 e T R R SRR ER S R et
1L, Azis Gozali, sebanyak 1 petalf, askta Jjual beli -
No.633/XLI/1983, tanggal 30 Desember 1983 sevves

o AP e L L
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M
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15. Dangg Qangnic, Sebanyak 1 petak, akia jual beli
Iq“-bEil,}]%:IIf‘i‘;EE. tangga{ }G I:EEED'I.DE‘I‘ 19‘55 sasmEEEw
16, Tham TJji Nem, sebanyak 1 petak, akia jual beli No.
5_?5}5:11}’193}, tﬂnggﬂl %0 Desember 1083 seasesassns
17. Budiman Purnawan Wijaya, sebanysk 1 _petak, akta =
?EE% beli No.636/%XI1/1983, tanggal 30 Desember =
18. Jacob Wijaya, sebanyak 1 petak, akha juak beli No.
53?]'!}:11]"19551 tﬂnE.EE.l 3":' Desember '1985 "R LR R
19. Go Giok Suong, sehanggk 2 petak, akta jual beli No
638/¥II/1983 dan No.B39/XI1/1983, tanggal 30 De -
IEEmbEr ‘1983‘ l-l-lI'i!llIIIi-l--.-lijllitl!lti‘!!lll!*lil
20. Tyto Suryadi, sebanyak T petak, akta ju=l beli No.
BLO/XTI/1983, tansgal 30 desember 1983 .esasresncs
291, Hadi Wijays, sebanyak 3 petak, akta jual beli No.
641 /XIL/1983, No.6L2/AIL/1983 dan No. 643 [XI1/1983,
t-E.nEEE.l 3"3 Desember 1953? s s EUEEEETEEEREE T E LRSS R RN
29 The AriefWirawan dan Rudy, sebanyak 1 petak , akta
;IEE% beli MNo.BUSTLII 1983, tanggal 30 Desember =
- dengan jual bell yang dilalkukan jeuh sebelum adanya kasus
Tony Gosal dan dilakukan dihadapan PPaT/Notaris maka jelas
kalzu para pemohon adalah pembeli beritikad balk yang sSe=
lalu diperlindungi oleh huium; CresessasarmasssesiranaanEs
Berdasarkan hal-hal yang diuraiksn diatas, maka dengan ini
kami memohon kehadapan Bapalk agar kiranya menetapkan dalam
suatu keputusan deltlaratoir atau keputusan lain berupa @ -s«»
1. Menyastakan bahwa Bamonon adalah Pemohon yamng baik dan be=
n-ar l.. lI--I!!tI-II'!!II!ril‘I!'l-l-l-!illlp-ilrlliII-‘ll'!l-I'l-l!'
2. Menyatakan bahwa para Pemohon adalanh pemilik/pemegang hak
yang sah atas tanah dan bangunan masing-masing & eeseess-
1., Sidja.Tjolleng, atas petak Ho.2,
2. Ny, Siance Liesm, atas petak No.3,
3, arief Wijaya, atas petak Ho.3,
L. Ho Haryanto Hosanna, atas petak No.6,
5. Taufig Yapari,atas petak Fo.7,
6. Sinarto Kurniawan, atas petak No.5,
7. Akmal Malik Oei, atas petak Ne.9,
8, Ny. Khu Herry Kustanto, atas petak No.10,
9. Arief Widjaya, atas petak No.11,
10. Ibrahim Faizal Affandi, atas petak Ko, 12,
11. Liem Hing Liong, atas petak No.124,
12, Go Ke Ka, atas petak Ho. T4,
1%, Khoe Cheng fan dan Jeffry Kusuma, atas petak No:T5,
4%4. Azis Gozali, atas petak lo.16,
15, Danggang Gangnio, atas petak No.17,
iB. Tham Tji Nen, atas petak lio.18,
17. Budiman Furmawan Wijaya, atas petak No.19,
i8. Jacob Wijaya, atas petak No.20,
19. Go Giok Suong,atas petak No.21 dan 22,
20. Tyto Suryadi, atas petak No.23,
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27, I‘-:g% Wijaya, atas petak No.24 (belakang), 24 (de-
4 %he . an 24 (belakang),
g rief Wirawan,dan Rudy, atzs petak No.26, ma=
ng-masing terletak di jalan K.H.Ramli, jin. H .
Agus Salim dan jalan H.0.S5.Cokroaminoto, sebagal
 mana Yerirai dalam akta jial beli (vide point 2 -
pemhﬂﬂaﬂ ﬂ-i- E!_tE.E}; W W E W R W EEFEEmEE FE R T E e R EES
3. Membebaskan tanah dan bangunan yeng ada diatasnya dari -
sita eksekutorial atau sita apa pun juga yang dilakukan
dalam perkara Tony Gosal alias Go Tieng Kien yaitu ter -
hadap tanah dan bangunan mesing-masing : sseccesscsssans
1. Petak No.2 dari barat ke timur an.Sidja TJjolleng;
2. Petak No.3 dari barat ke timur an. Hy.Siance Liemj
3. Petak No.5 dari barat ke timur an. Arief Wijaya;
4, Petak No.6 dari barat ke timur an. Ho Haryanto Ho-
Sannaj

5. Petak No.7 dari barat ke timur an. Taufiq Yapari j

b ]
6; Petak No.8 dari barat ke timur an. Sunarto Kurnla-
wanj
7. Petak No.9 dari barat ke timur an. akml Malik C=ij
8, Petak No.10 dari bsrat ke timur an. Ny.Khu Kerry=
Kustantoj;
9, Petak No.11 dari barat ke timur an. Arief Wijaye ;
10. Petak No.12 dari barat ke timur an. Ibrahim Faizal
Affandi ; .
41. Petak No.12A dari barat ke timur an. Lism Hing Li-

OnE §
12. Patak No.14 dari barat ke timur an. Go KE;EEE
13. Petak No.15 dari barat ke timur an. Khoe Cheng Ran
dan Jeffry Kusumas; ) ‘
14, Petak No.16 dari barat ke timur an. A21S Gozall;
15, Petak No.17 dari barat ke timur an. Danggang Gang-
nioj
16, Dotk Ho.18 dari barat ke timur an. Tham Tji Nen ;
17, Petak No.19 dari harzt ke timur sf. Budiman Purna=
wan Wijayas ]
18. Petak ﬁo?Eé dari barat ke timur an. Yacob Wijava ;
19. Petak Ho.27 dan 22 dari barat ke +timur an. Go Ciok
Suong ) T -
0. Petak No.23 dari barat ke timur an. Tyto Suryadl;
%1. tak No.24 {belagang], 24 (depan) dan 24 (bela --
n. Hadi uijaya; . :
224 %225% %ﬁ-EE dari bara% ke timur an. The Arief Wi -
rawan dan Rudyj )

4. Henyatakan Bngkos permohonans ditaﬂggung a%egnﬁiﬁagg;éé.;
Menimbang, bahwa atas keberatan dar pira Et it
but. Jaksa telah demberikan keterangan secara te i -
t:nég;? 6 Juli 1987; Adapun kezgrangan Jaksa terssbut pada

b :"ﬂl{u 2 pEE A B e EERdAaEE S EE
pAlte e adal?ﬁﬂﬁﬁﬁiﬁiiléi mengajukan keberatan padﬁlilamat
- Ta e P ] = 1

gg?éakgilmr karensa tidak [I!IE'I']E.-EI.,:I-UJ{EH kepada Penga an yg

_ﬂ
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memutus berd
T e
Wa Pengadil"‘-+.,--__. 2 35 a?ﬂtE o
E‘Ermﬂhﬂnaﬂ kebgr; Yang bErW‘E;;;]. LT L .I'l]ndang*mdang
retapli Mahka atan ters g memeriks PR
Ha mah ebut b - a dan me
melindungi pihaﬁndang‘uﬂdaﬁé'ﬁ;"""---*.. an  Negeri
kad baik j . ketiga yan 371077 dladaen | untuk
Bahwa Parmhc;;-l' e .E nyata-nyata mempun UI_Ituk
el L yai iti-
dinyatekan dir hembel{ barsng-barang enston YatiE N8 -
beralasan mt&’“FEE ureuk mg-barang e Eaati F?Eﬂg me -
pen‘fitaan me 1, sebahb 2 n PEIEEJ, 35 U 7 a
sa Pengadil upun pada waktu bailk pada waktu d?ﬂang =
; dakan-
A PEHEadiEFhErEtE“fPEﬂgagaun darl para PEmuhgﬁipe‘lﬂ‘
iknya 3 an untuk memb all resml ke Hejak pernah
Ba R R uktikan sec Kejaksaan atau-
" h\'n"a PEEEL]. :5 e A A ara ﬂ}'atﬂ itikadb
1571 ﬂite't.a" ayat dﬂ“aat””"'”'----- a-
ras Pkan dEn_gEn :’I" E Undang__und - l.. SR T B
a berhak su meksud bahwa bagi lzng No.3 thn
cara nyata paya menunjukksn si a bagi pinak
nya yeng My looer dengan Eﬁaﬁ”‘ﬂgf B vod bailnye_se-
belum Pe a baik dala va barang-bars Se-
_‘ﬂsadi}_ n ; m tahap v reng milik-
Bahwa Jika pihik-giﬂgiﬁuhkan Putugznyid%Tan maupun  Se-=
d e readues, Avata GEiked. merasa berhak telan menun -
% pengaduan, namun a i ad baiknya, baik De ah menun -
hitan Pengadi alam putusan - ' rupa keDerat
barans mll%l{'_ lan I‘iEEEI‘i tEm:ﬁ!'ta F';E ampasan yang 'ﬂi.ja: :
terseout ﬂapa‘iiﬁgﬁ REEEE ‘tersehutie;&a{zu}é Pﬂa barang- L
an bersangkutan 5e%§£ °n surat keberatan ird ah pihak
T 3 esvenssaees zai pihak ketiga Yang BE a+?§ngadiL
Bahwa berdasarkaﬁ'iéﬁéi"'""""*'------ eritikad ba-
ra Pemohon terbukti hui dan ketentuan hukuﬁ'éi"%"'*'-
punyai itikad baik dan a‘flﬂh pihak-pihak yang _atas, TE
33“%"*3“1‘3“ surat Reberaiaihﬁiinanﬁ tidak N iaan
Bah Gitum perdasar pssal 35 UnC Emenda?atkaﬂ Pfrliﬂauf;
Pang:ntaﬁah cx. terminal Engkuig?l-ﬂndang No.3/1971; -
E aseTt h prgal sant g
lah hasil kEjE}alatZEElﬁan diatasnya seluas T-EEJE‘ E:IL'I:']EI’-
tempus delictl ﬂiﬂpsi) dari terpidana Tﬁnm ada=
k ‘tempus_d 11 A 1977-1984 5 Dengan E Gosal
dak berh=X atas -I:,anzh Eziér—?-.“i“ yuridis Toly "r:air:ik?
1K Fo a bangunan . - n3
Lo RrseBatal e atlaniie g pila foesis >
reebut ada ukan kemudian ats . 2k
terseut adalen T 2ot Lakikan ke ten pengaiinc
i:E‘Simpulan bahwa rgﬂ}g ﬂlﬂEmulial{an di Eta;,'&;ﬂ;" -
kestup Lo oTieng dan onen Kebere el i o
= ry - wWa - -
bagaimana 4 kemulkakan d-lam Suratn]{eﬁggizthat o
an tanggal 22

_—___—___—————
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ﬁpﬁiiilggg haius ditolak/tidak dapat diterima § esesveses
&, bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus -

1987 para Pemohon keberat

T ; atan telah memberikan keter n se-
o erangan se
cara tertulis, keterangan mana pads pokoknya sSebagaimana -

tersebut di bawah ini -

}1-rl|ll|I-l-r!lll!-lrl'-ill-llli'l'!“'-*ll‘l"‘"

- Bahwa pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.3 tehun 1971 me-

nunjuk Pengadilan sebagai lembag ;
mohonan/keberatan terhida s et tlotih irivesa R
z er =bz
g:ﬁlga Faﬁﬁ beritikad baiE E .?T?????.??Tang ARG 3
Ha -Perudielaﬁkn : ’ kR F R E R R FERF R
da mulanya diﬂgdik, iitﬂiiaildgihgiaﬁiiiagimﬁigangrégé ﬁﬂ
3:1532gadilan Wegeri Klas I Ujung Pandang karenaplncusa %
R A RS R A Ry Sy
5 1 asi zlam Bompetensi Pengadil
an Negeri #las I Ujun . %
Bahwa putilsan Haki%;,ygngagedgggﬁi'-li peritarasTony. Gosalipa—
%ETPEHEEillaﬂ Negeri Kelas I Ujung Pandang adalah putusan
hi;géﬁ;i::id%ﬂ+n%6h Jaksa/Penuntut Unmum melakukan upaya -
Bahwa Epabilé k&mﬁéii ﬁéﬁ;&é-ééééi:ﬁlﬁéﬁl-.“-El"-'i"lt
£ L e g petensi, maka je=.:
las Pengedilan Wegeri Kelas I Ujung Pandan
- : I g yang merupa =
kan Pengsdilan yang dimasksud oleh UndangAUn&anggﬂﬂ.j ta-
hun 19?1 P-E.Sal 55 a}rﬂt 2 T srsssssnsssspasrrrssssanmrenan
g:ﬂzgkgggﬁpgiﬂgzgsian peﬁgitaag Ezashgﬁ petﬁk bangunan -
rtokoan/ ran ya menjadi objek keberatan ini -
adalah iejaksaan Tinggi Sul-5el berdasar Penetapan Feng -
%ﬂllan Negeri Kelas I Ujung Pandang, meka yang berhak mem
Ugﬁzék;gﬂszﬁ:tﬁpan itu adalah Pengadilan Negerl Kelas I -
Bahwa Hahkamahjﬂgung R. 1 sebagai ;e;;éiiéﬁ‘%é;%iﬁééilléil
dgk berhak memerikisa permohonan SeDerti keberatan ysng di
ajukan Pemohon, aksn tetapi hanya berwenang umtuk menga -
3111 Eﬂﬁ yang disgbutkan pada pasal 253 Kitab Undang-Un -
ang um AcsTa Bidana & ssssrsssssasspassrearsnsdbnanssn
Bahwa itikad baik yang tércantum dalam pasal 35 ayat (2)-
Undang-Undang No.3 tahun 1971 tidak terlepas darl penger-
tian perdata sepsrti halnya Pemohon mempunyal hak atas
petak-petak toko melalui prosss Jual beli, dimsna pembell
nya adalah Pamohon, hal mana biasa disebut pembeli beriti
kad baik, sebab pembelian atas petak-petak tanah dan toko
dilakukan oleh maaing-gasing Pemohon jauh sebelum adanya
k=5us pidana Tony Gosal & ias Go Tiong Kien dan Jjual beli
tersebut dilakukan dimﬂka PPﬁT ; B R R om o E R R B EE R EE R
Bahwa jual beli antara Tony Gosal dengan para Pemohon di-
lakukan jauh sepelum adanya kasus pidana dan dilakukan -
dimuka PPAT, jelas bahwa para Pemohon adalah pembell yang
beritikad baik, berarti Pemohon keberatan yang beritikad-
Eaik {ggggﬁﬁn Eggkﬁﬁgbdﬁﬁg?gjﬁepuhlik Indonesia tanggal &
EI'E'JII.'- 30 s P1 ; T E E e R N R RN
Bahwa dengan adanya keberatan inl adelah merupakan perbu=
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itzn Ey?ta dari Pemochon keberaten untuk membela hak-hak-
ﬁbiikal gana merupakan itiked baik (lahkamah Agung Re -
| 59?1' < Indonesia tanzgal 6 Oktober 1971 No.B29 K/sip/ -
3 BREAREREEERE SRR R R R -

. - Bahwa dalil jaksa yang menyatéﬁén‘ﬁ;ﬁﬁ;'éééé';éﬁ%ﬁléiié:
§ g?ﬁignﬁigiltaan tidak seorangpun dari Pemohon yang meng-
l u%tuk _eriﬁan resmi ke Kejsksaan dan atau Pengadi lan-
] it mempuktikan seorang nyata itikad baik, tidsk dapat
: benarkan sebab pasal 35 ayat 1 den ayat 2 tidak menye=
but penyitaan tetapi perampasan j sesesasressctess tt0 "

- Bahwa penetapan Pengadilan Nege ~i Kelas I Ujung Pandang-
, tidak menyeput perampasan tetapl penyitaan sehingga Pe =
mohon tidak dapat mengajukan keberatan berdasar pasal 33
gndang-Undang No.3 tabun 1971 § cecesesoswnasssanannss s

- Bahwa berdasar hal-hal yang diuraikan di atas mohon agar
ﬂ Majelis Hakim dapat memutusikan atas menetapkan menerima
i ﬁgégrUh permohonan yang diajukan pada tanggal 22 April -
| b ] ll--lII-il-Il-'llI-!|i-l-!li-l!lI'IIII-I!'I-I}-I-I!I‘IFUI‘II-.‘!
1 Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya
pada persidangan tanggal 10 September 1987 para Pemohon tg

! 1ah mengajukan alet bukti berupa surat-surat, bukti mana
f perupa akta jual beli, mikcti kewaTganegaraan dan kartu tan
| da pendudulk, bukti-buktl fana.-diberni- tahds pulsi XI.1 s/d=

ﬁ K KxII-ﬁ dan bURti-bUHti tETFEbUt aﬁalah e R L B
- 1 .=Akta Jual neli Ho.B4S5/XII/1983, tangegal 30 Desember =
f 1083 atas nama Sidja Tialleng, diberi tanda K.I«1 § ==+

-Petikan Keputusan Presiden Republik Indophesia Ho.212/ -
eI tahun 1884, diberi tanda K.L.2 § ss==epssscppnass s
| _¥artn tanda penduduk Peperintan Kotamadya Dati II Ujung
i Pandang atas nama Sidja Tjolleng Hn.DEEﬁhEThQ{11u?q1 di
I bETL tandﬂ H[Il3 b Ililirl!l-lIIllili!llrili-lliilrvlli
5, =pkta jual beli No . B23 /4111983, tanggal %0 Desember - =
1985, atas nama Ny. Siance Liem, diberl tanda K.II.T ;-
-Surst Catatan Ho.22 /1975, tanggal 19 Februari 1975, di-
beri tﬂﬂﬂa K;II*E H i-ttr—-.-----.iaq---------:---.--.--
~Kartu Tanda Penduduk pemerimtah Kotamadya Dati II UJung
Pandang No.21 o752258/207259 atas nama Siance Liem  di-
beri tanda KeIL3 3 ==

3, -Akta jual bell No.626/XI1/1983, tanggal 30 Desember -
' oB3, atas nama Arief widjaya, diberi tanda KeIIT <1 e
-Surat Peonyatadh KEtErangaﬂ.HEkEpaskan Kewarganegaraan-
Republik Rakyat 7iongkok untuk kembali menjadi wargane-=
gara Republik Indonesia, Mo . 7664 tanggal 21-4=1905, di-
beri tanda K-III-E H iii!lI-ll-il!li!ii'tllIillIil!'iil
~Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Deti II Ujung Pandang =
Nn,_nEanﬁﬁgﬁngfﬁgh atas nama Arief Wijaya, diberi tan

da EiIIItE ] T L ;
i.-Akta jual bell No.624/X11/1983, tanggal 3G Lesember =
198%, atas nama Yo Haryanto Hosanna, diberi tanda K. IV

il-qu-I-I'lllil-l-!l-l-l--l--lli-lnjll----|--_-..-

l--i||p||ll|-i--l'll'lrvirttlih-lr-llnq

o e O S

=

e

q-jl--ll'--i-l-i-llllri-l!npl!!il!-llli-l-rhi-ipup

11" l|l-llrll|l-l-tlll'|li-|t-|

1IIII-.I----l-lI-lII-l-lllIIIlll-I-.---.---.--.----..
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Petikan Heputusan Pres#den Re 1
publik Indonesia Ho.130/=-
PWI tahun 1982, tanggal 29 Jumi 1982, diberi tanda K.

V=2 ; Tk
Kartu Tanda Penduduk Pemerinmtah Kotamadya Dati II -

Ujung Pandang No.20055084/24BB66 atas . .
sanna, diberi tanda K-I‘.’—é il atas nama Haryan (e}

T iii-l-l--rt-l-l-i-'l-i-lIilll!ill

5,= Akta jual beli No.625/XII/198% tanggal 30 Desember =
1983 atas nama Taufiq Yapard, diberi tanda K.V=T ; .u.

BEEEEREFEEymomoW

| - Petikan Keputusan Presiden Republik Indenesia No.37 [=
| EW% Eahmn 1980, tanggal 11 Agustus 1980, diberi tanda
|| L - ; l-ill-l--l-ll-.n.ql-tl-l-l-lIq-.lp-l-ll-l.i-ll--||tll--||-ill--|.l-i-l-!

; - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Dati II -
Ujung Pandang No.520220460/670061 atas nama Taufiq Ya-
Fﬂrl diberi tﬂnda K;T—} H s EEEEREEEE R R ERE S sE AN S RE

6.- Akta Jjual beli Ne.660/II1/1983 tanggal 51 Desember -
1983 atas nama Sinarta Kurniawan, diberi tanda KVI-1.

- Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.30 f=
Ewaltghun 1979 tanggal 30 Agustus 1979, diber tanda -
- - H lI'tilI!lilIl!-iilIH'llir!l!#!-liltlli!ililri'

- Kartu Tanda Penduduk Pemerintak Kotamadya Dati II -
Ujung Pandang Ho.270722527 /208528 atas nama Sinarto -
Kurniawan Biperi tanda KEWI=3 § snsnssnsrsenrassnsasns

| 7.= Akta jual beli Ko 661 /%X11/1985, tanggal 31 Desember -

i 1983, atas nama Akmal Malik Oei, diberi tanda K.VII-1.

~ Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.11 /=

owT +talum 1972 tanggsl 30 Maret 1g72, diberi tzndz K.

e

U]
H VII—E ; llilii!!ll!lliIiIlitlII-illlil'!‘iirilliiilill
| - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotsmadya Dati II -
| Ujung Pandang No.290621435 /558144, diberi tanda K.VII=3
1 8,- Akta jual beli No.627 /XI1/1983 tanggal 37 Desember =
: 1663 btas nama Ny. Khu lerry Koestanto, diberi tanda
K.vlllﬁq ) lltil.th!lllilliﬁ-il!llr-III!*IIIiIlf--Il!t
i - Surat Bukti Eewarganegaraan Republik Indonesia Ho.C &
\ e 06-1371, diberi tanda K.VIII=2 j essceness-s-tc:
5 - Salinan Pengtapan Pengadilan Hegeri Ujung Pandang -
No.o85/Pdt.p/1932, tanggal 18 Agustus 1982, diberi tan
da E.FIII—; H ilnliil!iilill!lll--lI1llI-lli!:l;Iill|1
i -~ Kartu Tanda Penduduk Pemerintahn Kotamadya Dati II -
U jung Pandang Nﬂ.ﬁ}ﬂhEQWEfﬁEﬁﬂ?ﬁ, atas nama Merry Kog
5 D P bert tands K.VIII=h § srasessoocsesssoniosts
g,- Akta jual bell ﬁu.EEth%IfﬂES}ltanggal 30  Desember -
: r 65 atas nama Arief Wijaya, diberd tanda K.IN=1 § «o
- Surat Pernyataan Weterangan melepaskan Kewarganegaraan
i Republik Rakyat Tiunggak untuk menjadi warganegara Re=
publik Indomesia No.B550 tanggal 25 April 1968, diberl
- EE?%E.%;ﬁﬁagPénﬂuduk Warganegara Indonesia Pemerintah-
gabupeten Lati II Mersuke ﬂﬂ.hjﬁ.hgﬁ?f1252 atas nama
Arief Wijaya- dibEri tandﬂ Kllh-j H ad s assdaEREEAER B BN

f
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10— ) i
Akta Jual beli No.639/¥II/f1983, tanggal 30 desember -

1983 atas nam L = s

Koded s "-"?‘Ibrahlm Faisal Affandi, diberi  tanda

PEtikEn KEPUtuﬂéal%-ll.""'“"'lll—-lrluuiur...q...
z iden BReoublik T

PYT tahun 1 it 2publik Indonesia No.2h [

8 i 980 tanggal 5 Juli 1980, diberi tanda K.X-

R OE R EEE W P
- !tql-l-il-i-l-ii.j|-|.|'|p-l|l|lr-lpl-rll-'ll'-lrtl"l

¥
Kartu Tan
U3ung angg Pendudul Pemerintah Hotamadya Dati II =
; andang No.110846508/196602 atas nema IbT him =
., _ Eaisal AZfandi, divert e .
- J%E bell No.630/%11/1983 tanggal 30 Desember -
5 atas nama Liem Hieng Liong, diberi tanda K.XI=13
- Eﬁiiﬁgﬁ.ﬂeputusan Presiden Republik Indonesia Nu.1ﬁ??
K KI-S ?n 1981 tanggal 27 HNopesmber 1987, diberi tanda
- C] '1"1-1--1----;-;ll.r-;il-vl-li L
= Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kot m'é g
. Datli II =
Ujung Pandang HNo.18153311/294372 e T i i
Liong, diberi tanda K.El-é ? ?..:.??%T.????.%T?T.?f?%
42.- Akta jual beli No.B31/XII/1983 tanggal 30 Desember =
1083 atas nama Go Ke Ka, diberi tanda KeEII=1 § aesss
- Petikan Keputusan Prediden Republik Indonesia No. 36/
igi_ga?un 1985 tanggal 14 Maret 1983, diperi tanda K.
L FIER2 Baninensidik penerintan kotanadya Dot L o
U%ung Pandang No . 251 0LETLO /500741, diberl tanda XK.XII 7
- ; tllI--r-ii!:iii;ir-tl--t-';-avii!-t!'ll--ii--t--
13.- Alkta jual bell tio.652/%ii/1985 tanggal 30 Lesember =
|1 98% atas nama Khoe Cheng Ran dan Jeffry Kusuma, di -
beri taﬂda KIKIII-ﬂ.; i!rr!iilrvl’illiiilfilrnnllnllr
- Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.162/
PWI tahun 1982 tanggal ), September 1982 atas nama .= -
Khoe Cheng Ran, diberl tanda E-xlII-} ! samsdaswsmsds
Kartu Tanda Penduduk Pemerintah wotamadya Dati II =
Ujung Pandang Mo .1 01256513 /58514, diberi tanda K.XIIL

i T s e e T

_j tf:-41--¢-----l-*lf*l'i*'!""""""'*"“""
_ curat Keterangan Kewar anegaraan R.I No.112/SKK/1976,
tanggal 5 April 19?5' iberi tanﬁa K-KIIIQE P rrsarws
- Kartu Tanda penduduk Pemerintah ¥otamadya Datl II -
UjUﬂE Pﬂndﬂng Nﬁ_ﬁgq1125&hfﬁﬂ1ﬁﬁ?, dibari tanda K -
xIII—ﬁ L -g‘Irllll-Iil!ll!l!i..ii'il;li!-llIlII-illi‘

1h,= Akta jual beli lio.653/%ii /1983 tanggal 50 Desember-
1983 atas nama Azis Gozali, diberi tanda K XIV=T § oo

— patikan Keputusan presiden R.I No.B/PUl tahun 1978,
tanggal 10 Maret 1g78, diberi tanda KeXIV-2 5 seenans

_ Kartu Tanda Penduduk bemerintah Kotamadya Dati 1L =
Ujung Pandang, No .1 00641170/277171 atas nama Azis Go-

zalir ﬂihefi taﬂda K*KIU-E ; lIilI!iIilI-Il'IlIihlI'i

© 15.= Akta jual bell No. E34/XI1/1983, tanggal 30 Desember-
1983 atas nama Danzgang Gangnio, diperi tanda K.XV-14

- Surat Bukti Kewarganegaraan %nanESia No.2554 /SBKRI /[
G968 tanggal 30 Juli 1968, diberi tanda K.XV=2 ; soe-

_____—-—__'_—




Lampiran I/11

Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Dati II -
U%u?g Pandang No.261231540/678541, diberi tanda X.XV
oL ¥ itvv-Ilttvﬁtrnnrnrll¢+.*-4|.;-ln-'tltqpqitirvill
txta jual beli No.635/XII/1983, tenggal 30 Desember-
1983 atas nama Tham Tji Nen, diberi tanda K.X¥I-1 ; .
Petikan Keputusan Presiden R.I Ho.148/PWI tahun 19582-
tanggal 13 Agustus 1982, diberi tanda K.XVI-2 § asses
K=rtu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Dati II =
Ujung Pandang lo.160552534/231535, diberi tanda K.XVI

-
-3 5 RN E R @ Ed S PR

15a=

17.~ Akta jual beli No.636/XII/1983 tanggal 30  Desember
1983 atﬁs nama fudiman Purnawan Wijesye, diberi tanda
KtvaI“ i Ilit!ilIlI't!--liili!l!illl!**i"'.-|'."'
_ Petikan Keputusan Presiden R.I No.34/PWI tahun 1980 ,
tanggal 1 Agustus 1980, diberi tanda K.XVII=2 § sewes
EE 2
- Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamsdya Datl TII -
Ujung Pandang No.110242169/185170, diberi tanda K.XVI
I“} 5 lIIill!I!illli!l--illI!-illii-lI!lllI-Iillill--
18.- Axta jusl beli No.637/X11/1983 tanggal 30  Desember-
1983 atas mama Jacob Widjaya, diber tanda K.XVIII-1 j
- Petikan XKeputusan Presiden R.I No.14/PWI tahun 1967,
. +tanggal 17 Pebruari 1967, diberi tanda 5.xv111n2 T e
— Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah ihusus Ibu HE-
ta Jakarta lo.1101.02304 /2961330331 , diberi tarda K.
xHIIIﬂE ; ilIi-iII!iIliiI!riilril!!ll:-;!liliilll-tir
i 3 e e f%TI /1055 tanggal 30 Desember -
L ﬁﬂgé aiai ﬂgﬁi EE'Ei;ﬂ?Eéﬁngfjdibeif tenda K.XIX-1a 3
1 A = Eal' Ho.638/XI1/1083 tanggal 30 Desember-
" 1683 j%a e Gﬂﬁﬂink Suong, diberi tandz K.XIX=1D ;
AZe AR e L uong, O Yik Indonesis No. 34/
- Petikan Keputussn Presiden Repub
B un 1978, diberi tanda K.XIX=2 § escs-citeiiee
- E1rtu Tanda Peﬁduduk Pemerintah Kotamadya D@E; IIKIE
Usung Pandang No.531223362/616363, cibar HRA Jorh
50~ Hits jual beii No,64O/XIL/1983 tengge’ oF Bt
" 9983 ates nama TyE0 SurTEdi',di s Mt Kewa;ganegéfa-
- Surat Permyataal ﬁ?;ﬁﬁ?ﬁﬁﬂﬂ Eitiiaieﬁball menjadi war
ggnzzggilifﬁiiﬁfﬁ Indnn;sia No.T140 tanggal 18 Desen-
T K':{}::-E -4 ‘,......1-1--1;1.-1-!!!'1!
o 19%3'd:lgzgdzgﬂiaPemérintéhnﬁnta@adyg Ea;é %IEE-
%?EEE Pgﬂdang Ho.020245632/196653, diberd TaniFs Assw
3 3 aseesnsrrriectiitiotr71083 tanggsl 30 Desembers
21e= Akta juﬁl i E;éﬁuﬁijaﬁa. diberi tanda K.JO=1D § .
5 ates nama _ * al 30 Besember
Lg% .utal pell No. rE{HIﬁIgBﬁbﬂ?‘?%ﬂﬂﬂa KedE=ID jee
= a Jtaﬂ nama Hady Wijaya, di =gal 30 Desemberl
1983 a 13 No.bu3/XI1/1953 tanggal 3 3
- Akta jgal bEm; Hady Wijayas diberi tanﬁa H-{IIﬁjcqé y
1983 atas nate PTLEidEﬂ Republik Indonesia No.
_ petikan Keputusan E==270 .

__,_.....--l-IlIl-ll-"-'-'-'---.-..-.-iii'-iii-iii'--
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Egﬁtﬁéggﬂalﬁﬁfnﬁagggal 3 Mei 1980, diber tanda K.XI-2;
82 atas nama ﬁad; Eﬁ E:gﬂréﬁgﬂhiﬁgtﬂmﬂd?a No.056083/4 /
== & ) 10T E.I'lﬂi-a Klm-z? 2 sErswmmanw
22 e L 6o/ Xk 1/1983 tanggal 30 Desember -
E-EEI%-? nama The Arief Wirawan dan Rudy, diberi +anda

. EF S FE
¥ l-ll--l-'lI!l-l--il.il--l--|-|-1-|1..-.........;.......,‘,.....

Petikan Keputusan Presiden Republil '
: puplik Indonesia Ho.10/PWl
Efgﬂ? 1980 tanggal 23 Pebruari 1980, diberi tanda K,XXI
1 ¥ ||-l|-ll:l-lil.-i-l-l-ll--ru|-|||ll|-ihtil--|r--l|.-|-|-ilr- "R
Petiltan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.119/ -
E?Iigghun 135;, diberi tanda K.JKII=3 j sesecerseccnran
an ang, bahwa pada sidang hari itu juga Jaksa meng =
ajukan bukti-bulkti surat berupa fotocopy yang diberi tanda -
pukti J-1 E{d J-5. Adapun bukti-bukti tersebul adalah 3 see-
1. Putusan Hahkamah Agung Repuplik Indonesia No.Reg.1164 K/
Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986, diberi tanda J=1 § e=«s
5, Permintaan izin penyitaan Barang Buktl No . B=267 /Ophia1.3 [
N.3.4/Pidsus/10/84 tanggal 1 Oktober 1984, diberi ‘tanda

J—E ; l-tl-l'-l-|--|--|i-l-!tlli--r-ql-ll.--'l---|til-q--l-i-l-pll--r-pl-ll-ir-lll-lll-

3, Penstapan Ketua pengadilan Hegeri Ujung pandang No.682f -
; pid/Pen/19684 /Pl tanggal 8 Oktober 198k, diberi tanda J-3;
L. Surat Perintah Pelzksanean Penetapan Hakim No.Print.314 /
ppn.1L§fPidumf1Df195h tanggal 13 Oktober 1984, diberi tan

da J— 5 i-ll'Iil'-liI!l-il-!'!i-l|-'l'l-|i-l-i-l!-II.I-I-!iII-l-l'-II--h-

5. Berita Acara;Pelaksanaan Penetapan Hakim, tapggal 13 Okto
e 198#, 'ﬂihéri. t.&'ﬂﬂa J“E i |-illil-!!ll‘illil!-b'!!'l-l‘!‘t
Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan keterangan Jjaksa

di satu pihak, dari situ terlihat perbedaan pendapat yang ai
lEI.I']d.ELEi Pandﬂngﬂﬂ mﬁsiﬂg-maEiﬂg ‘j.l'ai‘tu T pessrREssEEARREEAER
1. Bahwa memurut jaksa, yang berwenans memerikss permohonan-
xeberatan dari para pemonon menurut pasal 32 ayat 2 Un =
dang-undang %o 3 tahun 1971 adalah Mahkaman AgUng Repub -
1ik Indonesia, sebab ¥ang memutus perampasan barang ada =
1ah lehkamah AgUNE Republik Indonesia, sedang para Egmm -
hon keberatan perpendapat lain, yans dimaksud Pengadilan-
vang napsangiutan bukal Mahkamah AZUNS HEEﬂhliyﬁ;Pdangsia
sebab kelkuasaan/kevWensngen Mahkamah Agung Republis Indo =
nesia sudah ditetapkan berdasar pasal 237 Kitab Undang =
Undang Hulum Acara pidana, Jadi menurut locus delictl gg
perwenang memeriksa dan mengadill permnhnnan‘terﬁehut ada.
lah PEﬂEadilan I'Eg_ari H lIl!l-l!-l-lrlrlI-I'il!lItiIlllili!lllT

5. Bahwa menurut Jjake2, permohonan keberatan dari para pemo—

+idak dzpat diterima, karena para pemo-
o 2§gui ﬁéﬁ;ﬁﬁ?gi itikad baik, karena pada waktu diada=
hon Tl aitaan Gan pemeriksaan, para pemohon tidak pernah
i Peﬁian xeberatan balk kepada kejaksaan Daupusl kepada
mﬂngﬁj-lan Negeri, sedang pata pemohon keberatan berpen -
Pengadl i {tikad baik dan hak harus dinilai seca-

dapatr&:ég.dgizgg mengemikakan contoh putusan berupa yu =
?gﬁgiuﬂensi pukum perdata dari putusan Hahkamah Agsung R.X

———




e Tl TG

Lampiran I/42

S T

' PWI tahun 1980 tanggal 8 Mei 1980, diber tsnda K.XI-2;
1 i & fud T
] - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya No.056083/A !
| B2 atﬁs Nzma Had? Hiiaya, diberi tanda R-KEI—E § eesesn
. 22,- Akta jual beli HO. 646/XIIf1983 tanggal 30 Desember -

1985 atas nama The Arief Wirawan dan Rudy, diberi tanda
K.HII=1 3

¥ e et o o T B R L Rt ot

- Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Ho.10/P¥L °
E;Euﬂ 1980 tangzgal 23 Pebruari 1980, diberi tanda K,XI
- 3 --lnr--.-r-a--vv—v-ill-l--tllIlilr'“*"‘l"""'*
- Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.119/ -
PWI tahun 1981, diberi tanda K.XXII=3 § escaessnacennes
Menimbang, bahwa pada sideng hari itu juga Jaksa meng =
ajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda -
bukti J-1 s/d J=5. Adapun bukti-bukti tersebut adalah i «ess
1. Putusan Hahkamah Agung Republik Indonesia No.Reg.1164 K [/
Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986, diberi tanda J=1 7 »sss
5, Permintaan izin penyitaan Barang Bukti MNo.B=267/0pni.1.3 /
N.3.4/Pidsus/10/B4 tanggal 71 Oktober 1984, diberi tanda

o T

e T

TR

J-E H .'."*'"l'*'lI!i!-ili!ltll!!il!!-il!'llliiti!'rlr;

%, Penetapan Ketua Pengadilan Hegeri Ujung Pandang Hn:EEEf_-
?* pid/Pen/1984/PN tanggal 8 Oktober 1984, diberl tanda J-33
4, Surat Perintah Pelaksanzan Penetapan. Hakim Mo.Print.314 ?
Qpn.1.3f?idumf1ﬂf195h tanggal 13 Oktober 1984, diberi tan

da J—h H 11.--1i;n--*.qu--+-'¢tr--tir;--*t-r-;ti-ﬂ--ilnn

5. Berita icara;Pelaksanaan Penetapan Hakim, tamggal 13 Okto
har 1964, diberl tanda J=5. § sssvessssssnengrrnt oot
Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan keterangan Jaksa

4i satu pihak, dari situ terlihat perbedaan pendapat yang di
landasi pandengan masing-masing yaitl § secsssssnnssannononn
1. Bahwa menurut jaksa, Yang perwenang memeriksa permohonan-
keberatan dari para pemohon menurut pasal 33 ayat 2 Un -
dang-umdang No 3 tahun 1974 adalah Fahkamah Agung Hepub =
1ik Indonesia, sebab ¥ang memutus perampasan barang ada -
lzh Mahkamah AEUREZ Republik Indonesia, Sedang para Demo =
hon keberatan berpendapat lain, ya2ng dimaksud Pengadilan-
persangkutan bukan Mahkamah Agung Republik Indonesia

! =ebab kekuasaan/kewenangan lzhkamahn Agung Republik Imdo -
'} nesia sudsh ditetaphkan berdasar pssal 255 Kitab Undang =
Undang Hultum Acara pidana, jadi menurut locus delicti Y&
herwenang memeriksa dan mengadili permnhﬂnanrtersebut ada.

] Negerl i ;i-lrliri!!irrmllvlllfiilliill!lT

2 E:ﬁwzeggig;ﬁinjakﬁa, permohonan keberatan darl para pemo=
£ ool o ditolak/tidak depat diterima, karena para pemo-
hon tidak mempunyal itikad baik, karena peda wakiu diada=
kan penyitaan dan pemeriksaan, para pemohon tidak perngh
mengajukan keberatan baik kepada kejaksaan maupun kepada

Pengadilan Na=geri, sedang pata pemohon keberatan berpen =

i sty itikad balk dan hak harus dinilai seca=-
?ﬂpzzréiln'agﬁéan mengemikakan contoh putusan berupa yu =

visprudensi huicum perdata dari putusan Mahkamah Agung R.I

e e

e ==
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Menimbang, bahwa permohonan keberatan terhadap perampas-—
; an barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam
. Undang=-Undang No 3 tzhun 1971 (undang-Undang Tentang Pembe =
| rantasan Tindak Pidsna Korupsi), hanya diatur dalam sgtu pa-
' sal saja yaitu pasal 35, sehingga menimbulkan permasakahan -
| vang perlu pemikiran dsn pemecahan, Sebagal misal :
I 1. Bahwa menurut KUHP terhadap putusan yang telsh mempunyal- "
_ kekuatan hukum tetap, untuk merobah tersedia upaya hukum
; luar biassa yang disebut peninjauan emball § cssevrrsacns
g Dari ketertuan di atas timbul pertanyaan, apakah dzlam tin
dak pidana korupsi Pengadilan Negeri dapat menilei, menguji
| dan merobah putusan Hahkamah Agung R.I yang sudah mempunyal
] keluatan hukum tetsp tenpa upays hultum penimjauan kembali;
: 2. Bagaimana bentuk fkonstruksi permohonan keberatan tersebut
apekah seperti verzet dalam acara perdata atau berbentuk-
| PEmc&hﬂ-nan biasa H sisasEmEiEEEFEEEERTRSEEEsF A ansUER D
' 3. Atas permohonan keberatan tersehut apakah hakim akan mad=
* . Eﬁiik?n Keputusan (vonnis) atau berupa Penetapan (beschi=
.0 Lo H ..1-1.1.-......-;-----1------ill.itin---tlr--rtlt--q-t-|-
Demikiesnlah sebagai contoh dan masih banyak lagl permasa-
lahﬂn-PErmEEE.lahﬂﬂ lﬂ.imyﬂ H et L TR R R R L
Menimbang, bahwa oleh karsna permononan keberstan atas
persmpasan barang-barang tersebut oleh para pemonon telah =
diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, de=
| ngan menggunakan pasal 35 Undang-Undang No 3 tahun 1571, ma=
! ka Pengascilan Megeri Kelas I Ujung Pandang harus memeriksa , =«
| dan mengadili permohonan tersebut dengan menggali, mengllkuti
dan memahami nilai-nalai hukum yang hidup dalam masyarakat =
(pasal "4 dan pasal 27 Undang=Undang No %4 tahun 1G70)
- Menimbeng, bahwa dengan mengambil dasar kedua pasal ter-
sebut di atas dan psraturan perundang-undangan yang berlalu
Majelis skan memeriksa dan mengadili permohonan keberatan da
ri para pemchon dengan pertimbangan hukum sehagai di  bawah
ml :. !tl-l-l!!-IlI!IlIII!lll‘lIItll-l-l-l-!l-i'llI-l-ll-tl-IlIIﬁil-l'lllII
! 1. Bahwa permohonan keberaten dari para pemchon tersebut se=-
- lain kurang jelas, juga kurang SEMPUITIA § esseesssccssncns
| Bahwa permohonan para Demonon tersebut ada’h hal yaitu :
a. Menyataksn bzhwa pare pemohon adslah pemohon yzng baik
daﬂ benar H s s sessmME RS EAEERERA R R BEERERiB AR R REESIEE R
b. Menyatakan bahwa para pemohon adalah pemilik/pemegang-
113.1': yalg EE.]:]- a-tas 'taﬂahdaﬂ hﬂﬂgﬁ.ﬂlﬂn HEE R R R R
| c. Membebaskan tanah dan bangunan yang ada diatasnys dari
| sita eksekutorial atau sita apapun juga Yang dilakukan
| d=lam perkara Tony GoSal seesevecresscracucsssnonnres;j
, d. Menyatakan ongkos permchonan ini ditanggung cleh ne =
| EE_I'E. : GiEm s e BEEEEsRdEAEREEEE AR EFFRESIEERR RS RaRASAS R
| Bahwa apabila kita lihat permohonan di atas, pemohon ber=
] usaha menerapkan acara verzet yang terdapat dalam  Hukum
i hAcala PEI'd-E-tﬂ ﬁal-ﬁm pﬂ'rmﬂhﬂnan ini } SesssarressssmEwEEen
: Bahwa selzin konstruksi verzet tersebut tidak dikenal da-

|
T —
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Menimbang, bahwa psrmchonan keberatan terhadap perampas-—
an barang-barang milik pihak ketiga vang beritikad baik dalam
Undang-Undang Mo 3 tehun 1971 (undang-Undang Tentang Pembe =
raptasan Tindak Pidana Korupsi), hanya diatur dalam satu pa=-
sal saja yaitu pasal 35, sehingga menimbulksn permasakahan =
yang perlu pemikiran dsn pemecanan, sebagal misal :

1. Bahwa menurut KUHP terhzdap putusan yang teleh mempunyai-
kekuatan hukum tetap, umtuk merobah tersedia upaya hukum
luar biasa yang disebut peninjauan Wembali 3§ secesesssrsr
Dari ketentuan di atas timbul pertanyaan, apakah dalam tin
dak pidana korupsi Pengadilan Negeri dapat menilai, mengujl
dan meroban putusan Mahkamzh Agung R.1 yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap tenpa upaya hultum penimjauan kembali;

2. Bagsimana bentuk/konstruksi permohonan keberatan tersebut
apekah seperti verzet dalam acara perdata atau berbentuk-
'pEI'IT:D]:'mnaI'] biasa 3 e et TR R R R N R R LR R

3. Atas permohonsn keberatan tersebut apakah hakim akan mem-—

% berik?n feputusan (vonnis) atsu berupa Penetapan (beschi=-
k}{j_ﬂg H jj-l-l-"'jlltmilll‘iviiirliilIllIi‘lll-II!l‘l-l-I-l--i'-t
Demilkianlah sebagal contoh dan masih benyak lzgi permasa-
lﬂmn"p’ermE.EElﬂhﬂﬂ 1Eimya H s EEE B EEEE R R EEEEEESEE S EE S

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberstzn atas
perampasan harang-barang tersebut oleh para pemohon telah =_
dizjukan kepada Pengadilan Wegeri Kelas I Ujung Fandang, de=
ngan menggunakan pasal 35 Undang=Undang No 3 tahum 1971, ma=
%a Pengadilan liegeri Helas I Ujung Pandang harus memeriksa , =
den mengadili permohonan tersebut dengan menggali, menglkuti
dan memahami nilai-naldi hulum yang hidup dalam masyarakat -
(pasal 14 den pasal 27 Undang-Undang ko 14 tghun 1570)

Menimbang, bahwa dengsn mengambil dasar kedua pasal ter-
sebut di atas dan pzraturan perundang-undangan yang berlalu
Majelis akan memeriksa dan mengadili permchonan keberatan da
ri para pemchon dengan pertimbangan hukum sehagai di = Dbawah
ini : ..-...n.-.-q..-.il-l.--..-il----tl-llni---tl---i---t---n--q-tti-c---q-q.q-
1. Bahwa permohonan keberaten d=ri para psmohon tersebut se- |

lain kurang jelas, juga kurang SEMpUITIA § sesespeccressns .
Bahwa permohonan para pemchon tersebut ada & hal yaitu 1
a. Menyataksn bshwa para pemohon adalah pemohon yang balk
dan hanar ] e e R PR R R R RS R LR R
b. Menyatakan bahwa para pemchon adalah pemilik/pemegang-
hak yang sah atas tanah dan Dangunan § sssesescsssseen
c. Membebasksn tanah dan bangunan yang ada diatasnya dari
cita eksekutorial atau sita apapun juga yang dilakukan
d:laﬂl PEP]:';E.I'E. TI;'JI"I:-.I' Gosal !i--q-q-q.-nt------t-t---r'*--'-;
d. Menyatzkan ongkos permohohan ini ditanggung pleh ne =
gara ; g T A R C R R R R RN R R R e R T e
Bahwa apabila kita lihat permohonan di atas, pemohon ber-
uszha menerapksn acara verzet yang terdapat dalam  Hukum
Acara P'E‘rda'tﬂ ‘ialaﬂ pEI‘ﬂ}Dhﬂ'ﬂaﬂ ini § S#eessresressssssenEons
Bahwa selain konstruksi verzet tersebut tidak dikenal da=-
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Lam‘pi‘.ﬁ‘an I".'--j Li'

lam Hukum Acara Pidanz, permchonan para pemchon berupa
empat hal Sebagaimana tersebut da atas adalah kurang -
sempurna, karena skan menimbulkan kesulitan dzlam ekse-
ku=ai, karena akan menimbulkan pertentangan/kontradiksi,
karena putusan Mahkamah g Republik Indonesia teng -
gal 31 Oktober 1986 Ho.71 K/Pid/1985 ates nama Tony -
Gosal masih tetap mempunyai keltuatan hukum tetap dan ha
Tas d.lE‘]:'EEE‘!I"LUEi H --I-ll'!llr-lll-l-l-tl-l-l"-l-lri--ll-'llllllI--t
Bahwa dasar permchonan keberaten delsm Hukum Acara Per=
data disebut Posita tidak mendukung permohonan itu sen-
diri (Petitum), dimana dasar permohonan selaln dimuat
dalam surat keberatan tangsal 22 April 19587, disebut Ju
ga dalam keterangan tertulis yaitu kebersztan atas peram;
pasan barzng, tetapl permohonan para pemohon yaltu mem=

=bashan tonsh dan bangunan dard sita Eksekutorial.
Bahwa benar pengertian itikad haik Gan hak adalah pe -
ngertian Perdata, maka Bekalipun passl "5 Undang-Uncang
lio 3 tahun 1971 menyebut barang-barang milik pihak ke @
tiga dan itikad baik, k:rena pengertian tersebut adalah
Eﬁngertian Perdeta, maka untuk membuktikan adamya hak -
an adanya itikad baik bukan dengan cara mengajukan se=
cara Pidana tetapil harus diajukan secara perdata, demi-
kian juga permohonzn keberatan pada =d.b ysitu menyata-
kan bahwa para pemohon adalah pemililk/pemegang hak ..--

bukenlah wewenang dari peradilan FPidana tetapi wewenang .

dari peradilan Perdats, oleh karenanya permohonan ter -
sebut harus diajukan sewara Perdats ;

¥ I"l‘III-IIII-II‘I"

fahwa kekuasaan lMahkamah AZUNg Republik Indonesia sudah
ditentukan dalam ketentuan Undang-ﬂnﬂan§ yvaitu pasal 20
dan pasal 21 Unda ~Undang No 14 tahun 1970 jo. bab III
Undang-Undang Mo 1 tahun 1985, dimana masaleh keberat-
an terhadap perampasan barang-barang milik pihak ketlga
ang beritikad balk bukan wewenang Mahkamah Agung Repub
1ik Indonesia, Jadi pengadilan Hegeri yang wenang m=ms=
rikEE.T]}rﬂ & f-l-l!lllli-l-!-ill-!l‘lI-"i‘lIi‘l‘ll-I-!t-l-lI-ll-l!i-lll.
Bohwa sekalipun Pengadilan Hegerl yang berwenang meme -
riksa permohonan keberatan tersebut, akan tetapi karena
resalah tersebut menyangkut itikad baik dan hzk milik ,
yang berhak memeriksa adalan peradilan Perdata j seesss
Bahwa perkara pokok dimana para pemonon mengajuken ke -
beratan atas perampasen barang-barangnya yaitu putussn-
Mahkamah Republik Indonesia tansgal 31 Olctober -
1986 No.1164 K/Pid/1985, saatb ini terpidana Tony Gosal-
alias Go Tiong Kien mengsjukan peninjauan kepbati de -
hgan diberi No.Register 01/Pid/FK/1 087 /PNUSPAE § «ees
Bahwa dengan diajukannya peninjauan kembali terhadap pu
+usan Mahlcamah AZUNE Republik Indonesia di atas, ada ke
nungkinan erubszhan terhadap putusan bahkameh Agung el
No 1164 K/Pidf1985, sehingga apabila permofionan tersebut
diputus ada gemungkinan timbul pertentangan antara pu =
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tusan atss keberatan dan putusan peninjauan kembali yg-
aken liatang H e e I TR R S T e e

lMenimbang, behwa atas dasar pertimbangan sebagaimana -
tersebut di atas, maks keberatsn para pemchon atas perampas
an berang-barang miliknya harus dinyatakan tidak dapat di-

"I.'.EI":'LELE :. AR EE A EEEE R R SRR

Memperhatikan ghan_pgsaliﬁééél'&;}i unééng-undang se -
bagaimana tersebut di atas dan pasal-pasal dari undang-un-—
dang vang bersangkutan j;

¥ I-I-I--|-|-1-rq.-l-lrtiill!iill!vtlll!!.nll

MENGADILZI

] .+« Jienyatakan permohonan keberatan atas perampasan barang
! barang dari :

l-ltll--l!!lr-'tl-l-l-I-til‘llI-ill‘Il!'llIIIri-l-l

; 1. Sidja Tjolleng; 12. Go Ke Kaj

| 2. Ny. Siance Liem; 13. Khoe Cheng Ranj

' 3. Arief Wijava; 14, Azis Gozallj;

] ., Ho Haryanto Hosannaj 15. Danggang Gangnio;
= 5. Taufiq Yapari; 16, Tham TJji Nenj;

| B. Sinarta Kurniawal; 17. Budiman Purnawan Wijavaj
. 7. Akmal Malik QOelj; 18, Jacob Wijayas

_ 8. Hy. Khu Herry Kustantoj 19. Go Giok Suong;

) 9. Arief Wijayvaj; 20, Tyto Suryadi;

| 10, Ibrghim Faisal Effendi; 21. Hadi Wijavas; .

| 11. Liem Hing Liong; 22, The Arief Wirawans

| din}*a‘balﬂan Tidak ﬁEPEt li:L't.E‘I"i.ma HE T IR R R
, ves HMenghukum para pemchon untuk membayer biaya perkaraj
i Demikianlah diputuskan di Ujung Pandang pada hari ini
i SENIN tanggal 9 NOPEMBZER 1900 delapan puluh tujuh, oleh Ha-
jelis Hakim. Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dengati=
| WAGIMAN, SH, Hakim Ketua, Ny. ROSLIAH DARWIN LUBIS, SH, DlL.
MANGIRI, SH, Hakim Anggota, dan pada saat itu jusa Keputus=
| an diucapkan dalam persidangan terbuka, dengan dihadirioleh
g MaX PIL QAN, SH, Jaksa, Ruasa Pemonon dan A.ISNA RENISHWA
' RI, SH, Panitera Pengganti.

: HAKIM ANGCOTA, HAKDM KETUA,
| NY.ROSLIAH DARWIN LUBIS,SH WAGIMAN, SH
HAKIM AWNGGOTA, PANITERA PENCGANTI,

T bl S LRk

| DL ANGIRI, SH A.ISNA RENISHWARI, SH

|
T —__—
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PUTUS AN - e
No.02/Pid/Fen/1067 /PN.Uj.Pdg.

wDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAT

Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Helas I Ujung Pandang
yvang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan
tElﬁE Tengambil putusan sebagai di bawah ini atas permohon-
an I H e e T TR R R R N R LR NS
HASANUDBIN NAWING, dalam hal ini bertindsk selaku Direktur

Utama P.T. Makassar Golden Hotel, berkan
ggimﬁidﬂjung Pandang jalan Pasar Ikan o
Pemohon keberatan berdasar surat Kuasa =
yang dilegalisir oleh Endang Ratna fdi -
aty, SH, Notaris di Ujung Pandang di ba-
wah nomor 940/1987 tanggal 3 Juni 1987 -
dan telah didaftarkan di kepaniteraan -
Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.38 /-
Sub.Pid/1957/PN.Uj.Pdg, tanggal B Juni
1087, mEcharickuasa kepada 1 seersencnses
1, MUHAMMAD RAMLI HABA, SHj

2, M. DARWIS PASA, SH;

3. EIDY ALAVERDY, SHj

Iy, JUMIATI RESTOHN, SH;

5. Pam¥a D. LIMAH, SH;

Domisili jalan Sunu No 162 Ujung Pandang

PEIlgadilan Hﬂgeri tEfEEbut P sssEsamsssEEIIEEES AR aaa

Telah membaca surat permohonan keberatan atas perampas-=
an tanah di jelan Pasar Ikan Ne.30-32 Ujung Pandang sebagal
mana putusan Mahkamah Agung Republik indonesia lo.Heg 1164-
K/Pid/1985 atas nama Tony Cosal alias Go Tiong Kien j seass

Telah memeriksa keterangan Jaksa, keterangan Pemohon ke
beratan dan alat-alst bukti yang 8idjuksn di muka sidang

Bahwa Pemohon keberatan tanggal 16 Mei 1987 yang diajukan -
PE‘mDth- E:ﬁa.lah 5Ebﬂgﬂimﬂﬂa d.i bﬂ'ﬁrﬂh iﬂi B R E mEE R EE RS &E
| = Bahwa tanah/pelataran/tempat parkir yang ditunjuk oleh pu
, tusan Mahkamah Azung R.I.Fo.1164 K/Pid/1985, tanggal 31

Oktober 1956 sebagaimana ¥ang telah disebutkan di atas =

adalah hak sewa dari PT. Makassar Golden Hotel dengan pi=-

hak Departemen Perhubungan ©g. Direktorat Jenderal Perhu=-
bungan Laut cg, Administra$ér Pelabuhsn Makassar sebagai-

| mana surat penetapan sewva (terlampir). Dengan demikian ta
nah/perairan tersebut bukanlah hak Tony Gosal alias Go TL
ong Kisn secara gribadi, aian tetapi adalsh hak sewa darl
PT. Fakassar Golden Hotel yang akan berakhir pada tanggal
I : 31 _I-.'JEEEHle.'I‘ 1989 " s EsmaesESEE R EEEAEREREdEBEERT RN
- Bahwa PT. Makassar Golden Hotel yang merupakan pemegang =
hak sewe atas tenah/perairan tersebut di atas, yesmg wers
lebih dahulu melaksanakan pengurungsn/penimbunen atas bi-

e e e
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Lampiran II/2

' aya FT. Makassar Golden Hotel dan para pemegang szhamnya
| yaitu berdssarkan skta Pendirian tanggal 1 Mei 1981 Ho.l
; sebagei berikut : - Tuan Haji Encuk Sukma ;
= Tuan Hasanddin Nawing j
, - Tuun Tony Cosal j
- Tuan Luther Lumba, dzan
I - Tuan Abdul Cani.
| Sedangkan penyelenggaraan perusahaan sehari=hari dilaksa=-
: nakan oleh para pengurus, sebagaimsna pasal 21 Akia Pend
' dirian (Wo.1/1981) antera lain sebagai berikut : .......
| - Direktur Utama Hasanuddin Nawing;
. = Direktur I Soandy Goszl;
= Direktur Il 1 Abdul Ganij;
Dari daftar pemegang saham dan Bomposisi Personalia pe -
ngurus dari PT. Makassar Golden Hotel, maka Jjelaslah ki-
ranya Jjika hak sewa atas tanah/perziran yang dimaksud di
. atas bukanlah merupakan hak persercan terbatas atau recht
i persoon yang besrnama FI. Makassar Golden Hotel. Sehingga
! Tidak berdasar dan tidak beralasan hukum jika perairan !
: pelataran/tempat parkir 2T. Makassar Goldsn Hotel menjadi
| objek yang dirampas/disita sebagsimana yang ditunjuk pus
. +usan Mahktameh Agung R.I. No. 1764 K/Pid/1985, sebab per
; kara vang dimsksud merupakan perkara pidana yang menampil
I kan Tony Gosal alias Go Tiong Kien sebagal pribadi atau
dalam kuslitas yang lain, yang tidak ada hubungannys de-
i ngan PT. Makassar Golden Hotel lebihelebih lagl jllka me-
| lihat kepada maksud Penetapan Pengedilan Negeri Ujung-
Pandang tanggal & Desember 1984 lo.B825/Pen.Pid /1957 /PN .
; Uj.Pdg, vang menyebutkan batas-batas sebagal berikut :
' - Sebeslah Utara PT. lMakassar Gol -
| den Hotel,
= Sebelah Timur Jalan Pasar Ikan,
! - Sebelah 3elatan Laug {selat Makas-
- sar),
1 - Sebelah Barat Lau§ (selat Makas-
| 2arl* )«
| Dengan luas 3.165 m= dan bangunan diatasnya.
Berdasarkan hal-hal yeng diuraikan di atas, maka de-
- ngen ini kami mohon kehadapan Bapak agar kiranya dapat -
| menjatuhkan putusan sebagal Derikut i ssescsnsaccccess-e.
, 1. Henyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang bailk
g dan benar H e N T R N R AN
: 2. Menyatakan bahwa PI. Hakassar Golden Hotel adal
pemezang hak_atas perairan/tanah seluas 3.165 M-
atau 1.365 mE beserta bangunan diatasnya, yang -
_ terletak di jalan Pasar Ikan Ujung Pandang, Yang
- dikenal setempat dengan pelataran/tempat parkir -
PT. Makassar Golden Hotel dan tempat lain dalam -
areal Makassar Golden Hotel sebagaimana gambar yg
merupakan lampiran berita acara penyitaan yang di
].EHUl'EEIn oleh JﬂkEE;P‘E‘DLﬂTtut Umim %2 scsssssencsnsn
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-

3. lembebaskan tanahfpereirinfpelataran.hikassar Gol-
den Hotel seluas 3.165 m® atau 1,365 m“beserta ba-
ngunan diatasnya yang tarletak di jalan Pasar Ikan
Uj\.mg P-E.'nliﬂ.ng H ----.-----..i|'--lllupllr:-pq---q-'-n----t

I, Menyatakan ongkos permohonan ditanggung oleh ne =
Eara.

. Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemo-
| hon +tersebut, Jaksa telah menberikan keterangan secara Ter =
| tulis tertanggal 6 Juli 1987, Adapun keterzngan Jaksa  pada
pﬂl‘[ﬂkﬂ?ﬂ adalah E.E.'bagai perikul § ssesssssppssanasannmndninn®
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatannya kepada alamat Yyang
kelitu, yaitu tidak mengajukan keberatannya kepada Feng -
adilan yang bersangkutan berdasar pasal 35 ayat 2 Undang-
! Uﬂﬂaﬂg m-E tah‘u.ﬂ--lg?-' ; lI-IiI'-I-I-IlIliiilI-l-t‘l-Il!ill-l-!---ll.
Bahwa pemohon telah salah alamat, karena yang berwsnang =
memeriksa permohonan keberatsan sepertl yang dimaksud Pe -
mohon itu adalah Mahkamah Agung R.IL. di Jakarta sebagai -
_ Pengadilan yang bersangkutan yang +@lah memutuskan meram-
| ﬁasﬁger iran laut/tanah beserta bangunan diatasnya seluas
IE ﬂ'l. ; l-li-l-ll--ltl-lll'tl-l-i-r'i-iv-ilr-mtill--pl-l--lqliill-qun
Di dalam penjelasan pasal 33 Undang=Undang No 3 tahun 1971
i tersebut menekankan bahwa pasal ini diadakan untuk melin-
dungi pihak ketiga yang nyata-nyata mempunyal itiked baik
Bahwa Pemohon tidak beritiksd baik, karena baik pada wak-
+11 dilakukan penyitaan maupun waktu perkara korupsi Tony
Gosal diperiksa di Pengadilan Negeri beberapa tahin vyang
lalu pihak Pemchon ataupun orang=-orang yang mendapat kKu-
asa dari padanya tidak pernah mengajukan keberatan secara
| resmi pada kejaksaan ataupun Pengadilan yang memeriksa -
' sebagal bukti nyata itikad baiknya, apalagi kasus yang me
: nyangkut Tony Gosal ini sudsh meluas dan diketahul umlun .
. 2. Bahwa sesuai dengan asas fukum yang berlaku dalam sistim
Pengadilan kita yaitu Pengadilan yang lebih tendah tidak
berwenang menilai atau menguji putusan Pengsdllan yang 18
bih tinggi tingkatannya, Sebsgai objek keberatan atas pe=
| rampasan tanah/pelataran parkir beserta bangunan diatas -
’ nya seluas 1.365M2 yang telah diputus lahkamah Agung Re -
publik Indonesia, Pengadilan Negeri Ujung Pandang tidak -
heryenang lagl menilai atau mengujl putusan Mahkamah Agung
tEfEEbut 3 ilII|itl!!-lI'!ri-il--|I-tlll-lli-l-l-!vtlll-l-'!ii!l!!-v-...
3. Bahwa pernyatasan hak 5ewa Pﬁﬂghﬂﬂ =tas tanah/pelataran /[
tempat parkir seluas 1.365 patut ditolak karena Jjelas-
tanah perairan yang dimaksud tidak mendapat persetujuan -
sewa dari pihak Direktor + Jenderal Perhubungan Laut cg .
| Eﬂ.lian Pemaﬂhﬂﬂ.n- PE'l-Elbl.JhElIl I'lai{.assa.!‘ i P T T E R R
! Berdasar data yang ada dalam berkas perkara Dirjen Perhu-
L - bungen Laut, Badan Penguasa Pelabuhan Makassar hanya dua
kali membuat perjanjian sewa dengan Tony Goszl selaku pim
inan Hirannu Bar dan Restoran. Pertama kire-kira seluas
"B57 me, kedua 1.800 m? sehingga luasnya menjadi 6. 65Tm2
yang dijadikan pelataran parkir selama ini penggunaannya-
tanpa izin ; i-l-lIItlill!li-l-lll-tllu-l-!tllll-l--l|I!l'l|ll-lI---II|l-I-|--'l
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Lampiran II/4

4, Bahwa tanah pelatagan yan% digunakan menjadi tempat par-
kir seluas 1.365 me adalah hasil Bejahaten (korupsi) da-
ri terpidana Tony Gosal dengan tempus delicti tahun 1979
Dalzsm surat dakwsan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dalam
regiisitoir menuntut antara lain tanah seluas 1.365 m= =
dirﬂmpes U'I:ItLJl{ I‘rEE,'aI'a : e R N E R R RN R
Bahwa permintaan ini +alah dikabulkan Mahkamah Asung R.I
tentang tempus delicti perkaras picana atas nama terhukum
Tony Gosal berarti pula secsra hukug sejak tahun 1979 =
lokasi perairan laut seluas 1.365 m© diperolesh dengan ca
ra melawan hulkum, sehingga apabila ada pihak lzin yang =-
mengajukan keberatan sebagai pihak yang memperoleh hak =.
sewa atas lokasi tersebut dapat dikwalifisir sebagal tu-
rut melakukan perbustan yang melanggar hukum, dan kepada
nya l:iap&'t- diancam pidﬁna 5 asssssssassssBarassEEEEEEEE AR
5, Bahwa Pemohon keberatan seolah-olaB hendsk menghapuskan-
geran Tony Gosal dzlam perolehan hak sews perairen laut
ari Dirjen Perhubungan Laut cq. Badan Penguszpaan Pela-
buhan Makassar. Terpidana Tony Gosal tidak dapat dipisah
kan dalam proses perolehan sewa atas perairan laut, ka =
rena nama Tony Gosal tidak pernsh tidak ada, baik bertin
d=k atas namanva sendiri, bain atas nsma perusahaan da =
lam proses tahzp pertams penyewsan untuk membangun bar !
restoran tahun 71980 maupun pada tahap kedua waktu kese =
pakatan tambahzn jumlah luas perairan vang disewa <tahun
1981, dimsna yang menzndatangani perjanjian Teny  Gosal
bl.ﬂ':ﬂ.n ﬂra:ﬁg lﬁin ; e i S B R SO IR R R R R
DT, Makassar Golden Hotel mengelola perairan laut terse-
but nanti pada tahun 1981, saat didirikan FT. tersebut
dimans nama Tony Gosal juga tercantum sebagai gzlah se -
orang pemegang ssham, sehingga secara yuridis yang ber -
sangkutan yang harus bertanggung jawab §j sessscarenercne
6. Dalam permohonan keberatan ini Pemohon tidak konseluen-
dengzan permohonanya, karena mencantumkan angka 3.765 mZ-
atau 1.365 luas perairan yang dinyatakan dirampas un-
tuk negara padahal MaEkamah Agung R.I. telah menyetujul
luas perairan 1.800 m® tidsk Eermaﬂuk yang dirampas ke =
cuali perairan seluas 1.365 m“ sehingga harus diartikan-
sebagal adanya keragu-raguan atas jumlah tanah/perairan-
yang dimohonkan keberatan ataupun sifatnya hanya sebagai
untung-untungan belaka § sesesccsssssassnncanncnrnnnans
Menimbang, bahwa pada persidangan tsnggal 10 Agustus -
1987, Pemohon keberatan telah memberikan keterangan secara
Fiitulis, keterangan mana pada pokoknya sebagai di bawah
1 I e amass s AN AR AR AR AR RN R R SRR R R E SRR SR
- Bahwa Jaksa salah mengartilkan tentang apa yang dimaksud -
dengan itikad baik seperti yang tercantum dalam pasal 35
| ayat 1 dan ayat 2 Undang=-Undang No.3 tahun 1571, Itikad
_ baik disini tidak terlepss dazlam pengertian perdata ,
. seperti hslnya para Pemohgn mempunyal hak sewa atas per -
. airan laut seluas 6.657 m=, perjanjian tersebut dilakukan
| antars Administrator Pelabuhan Makassar dengan Tony Gosal

M



Lampiran I1/5

dalam kualitasnfa sebagal pimpinan Marannu Bar Restoran
- Bahwa jauh sebelum berdirinya FPT. Makassar Golden Hotel -
tolan perdiri Marannu Bar dan Restoral dibawah pimpinan -
: T-L‘JI'J-}I’ Gﬂsﬂl ; II--I--l-Ii-l'l["lI-llllll-l-lri-ll!l--;-r-lll.il!-llllq-ll-l-!-l-l-l
' -~ Bahwa FT. Makassar Golden Hotel pada mulanya bermama PT.-
I HMakassar BE‘E.Gh HDtEl § I‘I-I-I‘Il-!-I-IIi-lIillIri-II-ll-llll-!--l-l-
- Bahwa para pemegang ssham PT. Makassar Golden Hotel ada -
lan : = 1. Tuan Hasanuddim HNawing;
. Tuan Haji Encuk Sukmaj
3. Tuan Tony Gosalj
| 4., Tuan Luther Lumbaj
i 5, Tuan Soandy Gosal;
! EH- Tuan ﬂbﬂ.'l.]l G‘ﬂ'ﬂit
. - Bahwa Tuan Tony Gosal selaku pemegang saham sebesar 25 ¥
telzh menyetor modalnya berupa hak sewa atas perairan la-
ut yang disewanya ketika masih memimpin Marannu Bank dan
| R‘E‘Et‘jfﬁ.ﬂ ; lllr--lI!lll!‘il'Il!‘I-l-'li-l-il--l-ill--il-!lllll'lil!'l
Hak sewa Tony Gosal selaku pimpinan Marannu Bar dan Res =
toran dari Dirjen Perhubungan Laut, Badan Pengusahaan Pe-
lsbuhan Makagsar (legara Republik indonesia) mulanya Se-=
luas 4.857 m, Remudign terjadi penambahzn luas laut yang
| disewa seluas 1.800 @ sehingga keseluruhan luas laut YE
. disewa yaitu 6.6857 m~ B N T L R L i
- Bahwa sejak pertama berdirinya PI. Makassar Golden Hotel-
Juas laut di atas yang disewa Tony Gosal dimasukkan seba=
gal ssham FT. Makassar Goldesn Hotel, sehingza sejak ita -
ha% sewa perairan laut menjadi hak PT. lakassar Golden Ho
-trE ; 'I-I#-ll-l-i-ll'!ii-lI!Ill!‘i'l'I-'-lI!ll-li‘ll'r--I-I!-l--!l--il'-l-lr
- Bahwa dari uraian di atas dapat dilihst kepeniingan PT. =
Makassar Golden Hotel yang mempunyal hak sewa atas pera .-
;LI‘EII.. 1-E.ut t-E‘I'EI-E‘but 3 lI!-I-Il--I-l-il-!pi-l-l-!ll-lqi-l!!l-il!!!l
| = Bahwa areal perairan lsut yang menjadi hak sewa oT. Mekas
sar Golden Hotel dilakukan berdasar aturan perundang-unc-
+ dangan yang berlaku termasuk pembayaran Sewa sudah dilu =
Haﬂ'i ; -l-'ll!-l-il'-lli-ll'!'-I-Iilll-l-!ill!Ii-l"l'l'!li-l-l!l‘l-l-vlll---l
- Bahwa selain hal di atas PT. Makassar Golden Hotel telah
! memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya, pembayaran biaya -
biaj{a Eaﬂbﬂl‘ lia'l"l lﬂiﬂ—laiﬂ : e R R T RN R
- Bahwa Jika diperhatikaﬂ-pemasukan halt sewa Tony Gosal men
jadi saham FT. Makassar Golden Hotel yaitu sejak berdiri=
nya PT. Makassar Golden Hotel tanggal 1 lel 15817 Akte NHo.
; 1/1981, dibanding dengan surat penyidikan yang terbit pa-
, da tanggal 2 Juni 1984 serta pemeriksaan oleh kejaksaan -
| Tinggi Sul-3el atas Tony Gosal tanzzgal 8 Agustus 1984, =
. tenggang waktunya berkisar tiga tahin § sessssccrmsesnsre
. - Bahwa Jjika dihitung tanggal, bulen dan telun seperti di -
. paparkan di atas, jelas pemasukan hak sewa peralran seba-
zal Baham Tony Gosal wepada PT. Hakassar Golden hotel, di
jakukan jauh sebelkum asdanya kasus pidana yang mempersoal-
kan nek sewa dan mensmpilkan Tony Cosal sebagal terdakwa;

e ek L e,
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Lampiran IL/6

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Hepublik Indonesia Hol164 K/
Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 adalah putusan atas pri-
badi Tony Gosal sendiri tanpa ada kaitannya dengan FT. Fa
kassar Golden Hotel atazu para pemegang sazham FT. Makassar
GﬂldE‘ﬂ Hﬂtﬁl laint']}l'e- ; e e T I I RO R AL R

- Banwa keberatan ini merupskan perbuatan nysata dari pihak
Pemohon keberatan untuk membela hsk-haknya, hal mana meru
pakan itikad baik (putusen Mahkemah Agung R.I. tanggal B
Oltober 1971 Mo.829 K/Pid/1971) 5 sreescsssasssscansrscns

-~ Bahwa pada waktu dimasukkan hek sewa atas perairan laut -
sebsgai ssham pada PT. Kakassar Golden Hotel oleh Tony Go
sal, Pemohon tidak mengetahui dan tidak menyanghka hak ter
sebut akan tersangkut perkara pidanz, sebab semua,dokumen
atas hak sewe lenghkap s2susl ketentuan undsng=-undang 3 e

- Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa pemonon keberatan =
adalsh beritikad baik, meka harus dilindungi oleh  hukum
secera wajar (putusan Mahkamzh Agung R.I. tanggal 8 Maret
19’?2 Ho. 365‘ ﬁfﬂipfﬂ]w-‘ j arerrsssssasarnarseisass A

- Bahwa keterangan jaksa yang menysbutkan pada wektu dilalu
kan penyitaan pemonon tidak mengajukan keberatan resmi ke
kejaksaan atau Pengadilan untuk membuktikan itikad Dbaik -
nya perlu dijelaskan bahwa Undeang-Undang Wo. 3 tahun 1971
paszl 35 ayat t dan ayat 2 menyebut perampasan, sehingza
pada waktu itu tidak mungkin mengajukan keberetan berda -
sar pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.3 tahun -
1571, sedang putusan Mankamzh Agung 2.I. NO.1164 K/pig/ =
1985 dedam pertimbangan hukum maupun amarnya menyebut pe-
rzmpasan, maka berlaku pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.3
tahun 1971 sebagaimana keberatan yang diajukan Femohon ;.

- Bahwa pendapat Jaksa yang menyataksn bahwa Pengadilan Ne-
geri tidak berwenang memeriksa keberatan dari pemohon-ada
1sh keliru karena pasal 35 Undang-Undang Ho.3 tahun 1977
menyebut Pengadilan Hegerl sebagai lembaga tempat mengg -
jukan keberatan terhadap perampasan barang=-barang pihak

| I':'Etj.,ga 'F-E.ng beritikad baik | sesssssmssmesasRasEREE R B

| = Bahwa perkara pidana ini pada mulanya disidik, dituntut ,

| dan diadili Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, hal-

mena disebabkan karena rangkaian peristiwa yang dilakukan

. Tony Gosal berada dalammwilayah keltuaszan Pengadilan Ne -

geri Kelas I Ujung Pendang, Jadi locus delictinya masih -

. dalam kompetensi Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang;

- Sahwa karena putusan Hakim yang mengadili Tony Cosal pada

f Pengzadilan Negeri Helas I Ujung Pandang adalah putusan
Vrijspraak, oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hu -
]:':,U_'III kEE_E_Ei i_ e e R E s mow o EE EE R @ E R EE E WL RN EE R RE RS EE R EEEEEEE®

Jika dilihat dari kompetensi, maka Jelas Pengadilan Hege-
. ri Kelas I Ujung Pandang merupakan rengadilan yang dimak-
. sud pasal 35 ayat 2 Umdeng-Undang Ne.3 tahun 1971, sebab
kalau Pengadilan Negeri telah menstaspkan/memutuwzkan ke -
beratan ini, dan salah satu pihak tidak.puas tentu pada

- — St
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Bahwa putusan Mahkamah Agung Hepublik Indonesia No1164 K/
Pid/1985 tanggal 31 Olitober 19285 adalah putusan atas pri-
badi Tony Gosal sendiri tanpa asda kaitannya dengan FI. Ma
kassar Golden Hotel atsu pera pemegang saham PT. Makassar
Gﬂldﬁn HD‘b‘E‘l lainn‘_'fE - e T I R I R R LR
Bahwa keberaten ini merupakan perbuatan nyata dari pihak
Pemohon keberstan untuk membela hsk-haknya, hal mana meru
pakan itikad baik (putusen Nahkamsh Agung R.I. tanggal

Olctober 1977 Ho.829 K/Pid/1971) § sececarsssssssransnsana
Bahwa pada waktu dimasukkan hek sewa atas perairan laut -
sebagai ssham pada PI. Hakassar Golden Hotel oleh Tony Go
sal, Pemchon tidak mengetahui dan tidak menyangka hak ter
sebut akan tersangkut perksraz pidanz, sebab semua, dokumen
atas hak sews lenghkap sz2susi ketentuan undang=undang ; «.
Sahwa dengan demikian jelaslah bahwa pemchon keberatan =
adalsh beritikad baik, meka harus dilindungil oleh  hukum
secera wajar (putusan Mahkam:h Agung R.I. tanggal B Maret
19?‘2 J."i':'- 3‘55‘ Hfﬂig]f’lg?"i } rrErmressssssEesesesEnEEE e dw
Bahwa keteranzan jaksa yang menyebutkan pada waktu dilaku
kan penvitaan pemohon tidak mengajukan keberatan resmi ke
ke jaksaan ateu Pengadilan untuk membuktikan itikad baik -
nya perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang lio. 3 tahun 1971
paszl 35 ayat 1 dan ayat 2 menyebut perampasan, sehinzga
pada waktu itu tidak mungkin mengajukan keberstan besrda -
sar pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.3 tahun -
1571, sedang putusan Nankemsh Agung R.I. HO.1764 K/Pid/ -
1985 dzéam pertimbangan hukum maupun amarnya menyebut pe-
rampasan, maka berlaku pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Fo.3
tahun 1971 sebagaimana keberatan yang diajukan Femohon ;.
Bahwa pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa Pengadilan Ne-
geri tidak berwenang memerikss keberatan dari pemohon-aca
1zl keliru karena pasal 35 Undang-Undang Lo.3 tahun 1977
menyebut Pengadilan [egeri sebagai lembaga tempat mengg -
jukan keberatan terhadap perampasan barang-barang  pihak
]-"..,E'tj.gE 'F-EHE hﬂ?itil{ad baik R N R RN
Bahwa perkara pidana ini psda mulanya disidik, dituntut ,
dan diadili Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, hal-
mana disebabkan kerena rangkaian peristiwa yang dilakukan
Tony Gosal berada dalamiwilayah keluassan Pengadilan Ne -
geri Kelas I Ujung Pandang, Jadi locus delictinys mesih -
delam kompetensi Pengadilan Negeri Helas I Ujung Pandang;
Bahwa karena putusan Hakim yang mengadili Tony GCosal pada
Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang adalah putusan
Vrijspraak, oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hu -
kum k=sasi i e  E F F B E BEE EEE R R EEE R s R R R E s E AR oW R
Jika dilihat dari kompetensi, meke Jelas Pengadilan Hege-
ri Kelss I Ujung Pandang merupsksn Pengadilan vang dimak-
sud pasal 35 ayat 2 Umdang-Undang No.3 tahun 1971, sebab
kalau Pengadilan Negeri telah menstapkan/memutuckan ke -
beratan ini, dan salah satu pihak tidak.puas tentu  pada
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akhirnya berpulang kepada Mahkamah ASUNE Republik Indone=
sia sebagzi Pengadilan tertinggi melalul upaya hukum yang
akan digunakan oleh pihak-pihak 3 seessssseorenconacsss sy
Bahwa yang mengadaken penyitaan atas areal persiran laut
vang merupakan hak sewa PT. lakassar Oplden Hotel adalah
Kejaksasn Tinggi Sul-3el berdasar Penetapan Pengadilan Ne
geri Kelas I Ujung Pandang Wo.825/Pen.Pid/1984/PN.UP ta -
nzgal &4 Desember 1984, maka yang berhak membatalkan Pene-
tzpan itu adalah Pengadilan llegeri Kelas I Ujung Pandang-
itu sendiri atau Pengadilkan yang lebih tinggi. Jadi ber -
dasarkan keterangsn di atzs Pengadilan Hegeri ¥elas I UP-
yang berwenang mengadill keberatan deri Femohon tersebut;
Bahwa pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa Mahlkamah Agung
Aepublik Indonesia yang berhak mengadili keberatan ini -
adnlah keliru, sebab Hahkamah Agung Sebagal peradilan tef
tinggi tidak memeriksa permohonan-pe rmohonan seperti ke =
beratan, tetapi hanya mengadili apa yang disebut pada pa-
sal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acsra Pidana & ssesesrses

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 September 1587

untuk memperkuat dzli permohonannya, Pemchon mengsjukan -
bmti-hﬂti hempa : l-i-l--|--l.-ll--p-i-ll-.-i--l||p--t|-|p-l-|l|---|--i--l-|-|

1.
2

=

- B

Surat perjenjian sewa menjyewa tznggal 3 laret 1930 No. -
LJP/4/1980 beserta lampirannya, diberi tanda K-1 § scaee
Satu bundel surat-surat dari Bank Bumi Dava Ujung Pandang
dibgri 't-EndE. F=2 1 S o e R TR ety
2aty bundel surgt-surst ar 3ank Sumi Deys Ujung Pandang
Jiberl +tanda K=3 2 cesasvecsrssssrneravnacsannssenrreg iy
Menimbang, bahwa pada sidang tangzal 10 September 1957

itu juga jsksa mengajukan alat-zlat bukti berupa ! cssecven

T
2.
Ja
4.
5.
6.

Putusan Mahkamah Agung Aepublik Indonesia Mo.1164/K/Pid/
1985 tanggal 31 Oktober 1986, diberi tanda J=1 3 sasssen
permohonan penyitaan dari ke jaksaan Tingsi Sul-321, di =
beri t—a.n'jﬂ. J-E ¥ AT B Tt I R T L T e e
Penetapan Ketua Pengadilan Megeri Ujung Pandang, diberi-
tﬂ:daJ-j;-I-Ii'II-!IIli--ll--r-l!-IIil'-Ii-llnIl--il'l-'il'll'lI-il
Surat Perintsh Pelaksanaan Penetsban Hakim dari Kepala
Kejakssan Tinggl 3ul-Sel, diberi tanda J=8 3 eecssansans
Berita Acara Pelaksanaan Fenetapan Hakim, diberi tanda
J""‘E‘ H I-I!l-il!lrl-ll!'p'l-ll-!!-lll'il--l!-ll--ll--ll!li-l-l!---ii
Gambar Situasi Tanah Peralrarn, diberi tanda J=6 } «iarves
Menimbang, bahaws apabila kita bendingken Keterangan -

jaksa disatu pihak dsn keterangan pemohon keberatan di lein
pihak, di situ terlihat peroedsan-perbedaan yang dilandssi-
dasar Paﬂd ngﬁn maEiI].E-mE_Sing }rﬂ.itu P i s s s EEE R R EE RN N R

1

Sahwa menurut Jaksa yang berhak memeriksa permohonan ke-
peratan menurut pasal 35 ayat 2 dari undsng-unds=ng Ho. 3
+ohun 1971 adslah Hahkamah Agung H.I. sebagal Pengadllan
yang bersangkutan yang telah memutus merampss peralran -
laut/tznah beserta bangunan ssluas 1.365 m%

Bahwa menurut azas hukum yang berlaku dalem sistim Peng-
adilan kita, pengadilan yang iebih rendah tidak wenang -
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akhirnya berpulang kepada Hahkamah Agung Republik Indone=
sia sebagal Pengadilan tertinggi melalui upaya hukum vang
akan digunakan oleh pihak-pihaK j ssesessssssssrossanrses
Bahwa yang mengadaksn penyitsan atas areal perairan laut
yang merupakan hak sewa PT. Makassar Golden Hotel adalah
Kejaksaan Tinggi Sul-Sel berdasar Penetapzn Pengadilan Ne
geri Kelas I Ujung Pandang io.B825/Pen.Pid/1984/FN.UF ta -
nggal & Desember ‘1984, maka yang berhak membatalkan Pene-
tapan itu adalah Pengadilan Hegeri Kelas I Ujung Pandang-
itu sendiri atau Pengadilkan yang lebih tingel. Jadi ber -
dasarkan keterangzan di ates rengadilan Hegeri Xelas I UP-
yang berwenang mengadili keberatan dari Pemohon tersebut;
Bahwa pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa Mahlkamah Agung
Republik Indonesia yang berhak mengadili keberatan ini -
adalah keliru, sebab Hahkamah Agung sebagal peradilan tef
tinggl tidak memeriksa permoholan-permononarn seperti ke -
beratan, tetapl hanya mengadili apa yang disebut pada pa-
sal 253 Kitab Undang-Undang Hulkum Acara Pidana § sessssss

Menimbang, bshwa pada sidang tanggal 10 September 1957

untuk memperkuat dali permohonannya, Pemchon mengajukan -

bukti-bukti berupa !

Ta
2
Za

i-l-i-|lp-l--ll-q|---l|l|--ll|-|--il-lrilpii--!l-lr-il-l

Surat perjanjian sewa menyewa tzngzal 3 Maret 1930 No. -
LIE/L /1580 beserta lampirannya, diberi tanda K=1 § seces
Satu bundel surat-surat dari Bank Bumi Dava Ujung Pandang
dibE‘I"i tal']-ﬂa E-E ; I'!l-ll--Ii-ll--I--Il--li--ill--li-!l-illll-!l-'lil

Saty bundel surzt-surgt dawi Bznlt Dumi Daya USUung Pandang

dibari "C-Erl!da F:.-j ; i-ll-'-ii'l-il-fl--II--Iii-I-l-i:l'--ill-!-l.
Menimbang, bahwa pada sidang tangzal 10 September 1957

itu juga jeksa mengajukan alat-alat buktl berupa & scsc-cas

1.
2.
3
4.
S
G.

Putusan Mahkamah AZUNg Republik Indonesia Lo . 1164 /8 /Pid

1685 tanggal 31 Oktober 1986, diberi tanda J=1 § scseses
Permohonan penyitaan dari kejaksaan Tinggli Sul-3el, di =
hEI"i t—an’d-ﬂ. J'E. H !li-l-l--ilfl-ll!'-l!!lrll!l-‘llll-:-l--l-:'
Penetapan Ketua Pengadilan Megeri Ujung Pandang, diberi--
tanda J=3 ; ......+......+...,.......:..‘..+..:...+.....
Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Hakim d=ri Kepala
Kejaksaan Tinggl gul-Sel, diberi tanda J=b § sssacssanns
Aerita Acara Pelaksanaall Penetapen Hakim, diberi tanda
J"' i lI!I‘I--l-!l-'l-l.il-"'iI--ll-il+I|-lr-iil-F-ll'i-I!-l--!!'li-l-ll-
Gaihér Situssi Tanah Perairan, diberi tanda J=06 § sesess
Menimbang, bahawa apabila kitas bandingksn keterangan =

jak=a dissztu pihak d=n ketersngan Pemohon keberatan di la;n
pihak, di situ terlihat perbEdaan—perbedaen yang dilandssi-
dasar pand nzan masing-masing yaitl 2 casessrnsssrarcrarans

1s

Banwa menurut Jaksa yang berhak memeriksa permohonan ke-
peratan menurut pasal 35 ayat 2 dari undang-undang lo. 3
+ahun 1971 adalah Hankamah Agung r.I. sebagal ?Enggdilan
yang berssngkutan yang telah memutus merampas Deralran =
laut/tanzh beserta bangunan s2luas 1.365 ni.

Hahwa menurut azas hulum yang naerlaku dalam sistim Peng-
adilan kita, pengadilan yang lebih rendall tidak wenang -
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menilai dan men
: guji putus -
gi sedan : an pengadil a :
ﬁengadilgnpggggzggﬁigzgétgnlber%endggzty;?gnéegiﬁ,Eiﬂg'
ekuasa - kutan adalah Pen . et -
iasaan/eusrangan Tohiasan Agun sudan Siteren -
berwenang mEmErikEaE%EJadl menurut locus delicti Eﬂgﬂ;
2. Badan Penguasa Pelab hﬂ‘gaﬂill adalah Pengadilan Nagerj_?
buat PETjanjian‘sewau n ¥akassar hanya dua kali mem '
seluas &.357 me menyewa dengan Tony Gosal _—
B i palalonen setuis 127 aedane
tanpa izin dan ini merunakan pelataran parkir adalah
R 5 e vakan hasil korupsi dari Teny Co
EEh‘\"Ja PEmﬂmn tiﬂ;}‘t'é":"_:"-‘lI'lr-:--i--lr---il.-lq---l-!l-!-T
waktu diadakan pﬂnyit:;:i h:’ﬁklﬂd baik, karena bzik pada -
Gosal diperiksa Pengadil El-.,ipm] pe da waktu perkara Tony
tidak ?E‘"'L"I'iah mengajukan an‘ Negeri Ujung Pandang, Pemohon
da Kejzksaan maupun Pe 3?Er3t3n secara resmi balk pa-
| berpendapat bahwa et Sy PRmOUOR Jehaua e
' cara perdata dengan men emuk kzan hatie T8 QA
yurisprudensi hulkum Pergata ga n contoh putusan berupa-
Republik Tndonesia § eess ri ‘putusan Maicaman. AEUNG
1E mﬁang bahwa l!l-il'll!-I-Il--i|-.-...,..'.l_ll"
pasan barang-ﬁarang mfiiﬂégiﬂzﬂ ﬁiﬁirﬁtan terhadap peram =
dalam Undeng-Undang No. 3 tahun ° ga yang beritikad baik
pemberantasan Tindak Pidana kuruégzg ﬁ:ﬂg:nﬁgugﬁipg EEntanE
5 b - a glam =
mat 1pﬁga1 saja yaitu pesal 35, sehlngga menimbulkan per =
| sesaiohan yang perly SRS, Dl i
& uﬂuI‘u - ‘t;erhad A R R @ R EoEE =
Eﬁai kekuatan hukm ;ang tet:E,Fﬂﬁiiinmgiﬂ%qEﬁiihtziggu:
. ?_uppya hukum luar blasa yang disebut Peninjauan kem-
ali. Apakah dalam +indak pidana korupsi Pengadilan M
| 5E£l dapat menilai, menguji dan merobah putusan H:hkﬁe:
iﬁ Agung yang sudah mempunyal kekuatan nukum tetap, =
] " Hanpi uPEF% Peninjauan Kembali  sesseesscsesssavesness
. Bhetinahe Sem ons s
’I{il--lf!lil-‘ll‘l‘
5. iiks pernoronan Feberyian reehst {00 e
L1 : : netapan =
gzizggikiizigyga? masih banyzk lagi permasalshan-perma-
jennimbang, bahmé gleh karena ;é}ﬁéﬂ;ﬁ;ﬁ-ﬁéééééééﬁ'ﬁé*;'
rang ini oleh pemohon telah diajukan kepada Pengailan Ne =
%Eréngzlashgdeun% Pgndang, dgggan menzgunaksn dasar pasal
ne=Undang No. tahun 1971, maka Pengadil i
Kelas I %jung Pgndang harus Eﬁmﬂ%iksa dan iin;aﬁgli gﬁiﬁgf
honan tersebut dengan menggall, mengikuti dan memahami ni=-
égiﬁnﬁlai hukum yang Eiimalﬁ?? I;Iﬂsyarakat- (pasal 14 jo.
nEﬂE-UﬂlﬂEng 1"i'|:|t'1 ! i Q H il-lril--lc-ii-tnqq.....
Menimoang, bahwa dengan menggsbil dasar kedua pasal -
tersebut di atas Gan peraturan perundang-undangan yang be#

= PETE s

=

—

s = o s b PR

L s

i |
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menilzi dan menguji
53 > =S Putusan pengadilan ysng lebih tineg-
g1 sedang Pemohon keberatan berpendepat? 3§ng dimak;ug-

encacdi ]
Eeﬂﬁigi;§?k5ﬁ§53“%“”tﬁn_adalah Pengsdilan Negeri sebab
pada pasal 253 KUMAP. Jads eonSuil, udeh ditentukan -
= . ST ocus delieti =
5 E:E:ﬁ“;gg memeriksa/mengadili adalah Pengadilan Neggig?
' Buat peniooasa Delabuhan Makassar hanya dua kali mem -
at per J‘E{]Jlal’ﬁ SEWA menvews dengan Tony Cosal pertama
seluaﬁ &éﬂaTEm v kedua 1.800m2 , jumlah 6.657 ﬁz,ﬁedang
{zng i3~5 m= yang dijadikan pelataran parkir adalah
npa 1Zin dan ini merupaksn hasil korupsi dari Tony Go

Eﬂl; l‘i"".-"..'.-."""'Ilili-l"l,."l,*

Bahwa Pemohon tidak beritikad baik byl
waktu diadakan alk, karena bzik pada

; penyitaan maupun pada waktu perkara Tony
Gosal diperiksa Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Femohon
tidak pernah mengajukan keberatan secara resmi baik pa-
da KeJaksaan maupun Pengadilan, sedang Pemohon kebsratan
berpendapat bahwa itikad bzik dan hak harus dinilai se-
cara perdata dengan mengemukakan contoh putusan berupa-
yurisprudensi hukum Perdata dari putusan Mahkamah Agung
Aepublik Indonesia § secesscssess S e SRR =
lMenimbang, bahwa permohonan keberatesn terhadap peram =
pasan barang=-barang milik pihak ketiga yang beritiksd baik
dalam Undang-Undang No. 3 tshun 1971 (undang-Umdamg tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) hanya diatur dalam =
satu pasal szja yaitudgasalhii, 5ebin%ga menimbulkan per -
masalahan yang perlu dipecashkan, misal § «.ccesvsannennasen ..
1. Bazhwa menurut KUAAP, terhadsp putusan yeng telah mempu-
nyai kekuatan hukm yang tetap, untuk perub=hnya terse -
dia upaya hukum luar biasa yang disebut Peninjauan kem-
bali. Apakah dalam tindak pidana korupsi Pengadilan He-
geri dapat menilai, menguji dan merobah putusan Fahka =
mah gguﬁg vang Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, =

npa upaya Peninjauan Kembali § eesssseevroannonscsses
T Egggimaﬁaybentukfkunstruksi permohonan tersebut, apakah
se r_ti Mremet dalam Aca]‘ﬂa PEI"‘da'ta " ll-Ililll-iilIlp-i-il
3. Atgz permohonan kaber?taEnF§§5§E§E %2?5;2 g@ﬁéﬂananahaf
memberikan Keputusan (vVonnl - han—pe ria=

(beschikking) dan mesih banyzk lagl permasalshan-pe
Ealﬂha.n l'-'l.i.Im:fa ; "-Ii.--pl-l-ni-l!!l!ll REhEratan ha_ =|
Wienimbang, bahwa oleh KaZere ﬁmﬁﬁﬁz Pengailan Ne' -
rang ini oleh pemohop tete: giajzn menggunakan dasar pasal
geri Kelas I Ujung Faﬂiﬂﬁﬁ;‘ .Ig.?% maka Pengadilan Iegerl
35 Undang-Undang No.3 tais o  liksa dan mengadili permo-
Kelas I U:_IU.HE Paﬂdﬂng hﬂmiall DIEI'lEiRuti aan IE‘EElEhE.IﬂJ- l=
honan tersebut dengan ?Engpdalém masyarakat (pasal 14 Jjo.
lai-nilai hukum yang WC ®g70) 5 sseesso e
7 Undeng~Undang No.1& tahun 13707 3.%500 o r kedua pasa

G211 an menggs ang be#
Fenimbang, bEFWﬂ deggturan Perundangﬁuﬂﬁﬂﬂﬁan ¥ =
tersebut di atas dan P ;

'_.'__._._.,...|.-t||-'|

-'..,'-lpill".
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laku Majelis skan memer

an darli Pemohon dengan

iksa dan menggali permchonan keberate.
ini ; LB

pertimbangan hukum sebagai di bawah -

B EE e W - E Eom

BEFE RN onmoE oW E R R E R EE B

1. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon tersebﬁ%.'."""

. selain

Eid-a]:{ ,'_'IElaE JUE& R"JI'EHE EEmpur'na IR R "TEEEEEER L

Bahwa permohonan Pemohon ada empat hal vaitu f ceeesseses

. Eenyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang baik dan
enar

L N N T e R N B E e E R R oW s B BN R B

b. Menyatakan bahwa PT. Makassar Golden Hotel adalah pe -
mEEanngak atas perairan/tanah seluas 3.165 M2 atau =
1.365 -

5w OEF R E S EEE W RN R N SR EEEEW R oEom R B R R RS EEEEE WS

c. Membebaskan, mencabut, mengangkat sita dzn perampasan-
tanah/perairan/pelataran PL. Hakassar Golden Hotel se-
1U-E-E 5!165 I'['IE atﬂu 1-555 m } o reassasssEEEsaruRRREREES

d. Menyatakan ongkos permohonan ditenggung oleh negara j
Bahwa apabila kita lihat permohonan di atas, Pemohon ber-
usaha menerapkan acara Verzet yang terdapat dalam Hukum -
Acara Perdata dalam permohonan inil § sessevecccannncsascs
Bahwa selain konstruksi verzet tersebut tidak dikenal da-
lam Hukum Acara Pidana, permohonan Pemohon dengan empat
hal sebsgaimana tersebut di atas, permohonan keberatan da
ri Pemohon masih kurang sempurna, karena akan menimbulkan
kesulitan dalam eksekusi, karena akan menimbulkan perteni
tangan/kontadiksi. Karena putusan Mahkamah AgUNg R'Iégggl
31 Oktober 1986 No 1164 K/Pid#1385 atas nama Tony  =088c
masih tetap mempunyai kekuatan hukum yang w&wap Gan R
i REERuEi - --tnq---nvu.-tqu---np-.-tl-l--ll'*"""'"" i
%éiwa selaiﬁ hal tersebut di atas, PeizﬁhgnigﬁP:Eﬂggguku_
rang Jelas masalah luasnya tanzsh, apa & il
- E an bemr .. -|-ll:---ll--l:-ll-ili""'""' Yo
-355 D e ngertian itikad beik dan hak adalah penger-
2. Bahwa benar pe '-_‘Wﬂ“"uniang 0.
tian Perdata, maka 59&3115“% Ean milik pinsk ketiga dan
tahun 1571 menyebut baran;%ianatErSEEUt Hdalah pengertian
itikad baik, karena pemgeri B’ T . va dak dan adanva itl
perdata, maka untuk membuktikan 2-Ukaﬂ secara pidana, te-
kad baik, bukan dengan cayﬁ.miggtg’ Gemikian juga Permo -
tapl parus diajukan SECOTS to envatakan bahwa FT. Ma-
D n keberatan pada sub b yaltu o Tk atas perairan ..s
b Golden Hotel adalah pemegang idana tetapi wewe-
kassal ranlah wewenang dari P‘“‘i‘aﬁi‘leﬂma ' permohonan-
sese : rdata, 018 R wrssasanane
s %aiihﬁiﬂgdéizﬁuﬁﬁn secara Eﬁgdazzdéhi&iiéﬂt“RE“ da <
terseou h AQUNE s 2s 1 2
IMahkama = sp dan pasa
3. Bahwa kekuasaal _lUndang ysitu pasal II undang -un
n Undang 0 jo bab 1
1am ketentua ong No.14 tahun 19?1 D0 ermononan keberatan
dari Enﬁﬁ ;ﬂﬂﬂhun 1985, dimana BasAiel b vang veritikad-
dang o« = milik P oung, 01€
Eadap berang-barang di wewenans lahkamab Pariiéﬂ dan
baik tldak?gf]gadilan I'!EEEEri herwe e
karenanya

mengadilinya 3 e
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Bahwa sekalipun kewen
a F1
permohonan keberatan ey b Bl e s gk e
an sekalipun masalsh ada pada Pengadilan Fegeri
atur dalzsm pasal 35 U o Iheraten tarssbut dl <
Undang=-Undang Pesber n%gﬂg-ﬂngang Aoes taume AT ettt
tetapi karena masalagntasan Tindak Pidana Korupsi aksn -
- Baik dan hak e berhz;sebut menyangkut masalah itikad
%Egadilan it oM memeriksa dan mengadili adalah
wa perkara e L R R R I I I IR aw
g pgrampasagéﬁgﬁ.géﬂﬁna Pemohon mengajukan keberatan-
%.Iq tanggal 31 Oktober %EE aﬁﬁ”ﬁ?éﬁ“ﬁ??-ﬁ??@émﬂh g
ony Cosal me : . 1 5, Saat ini
~dalam registe?gﬁg?g??Pfﬁﬁéﬁﬁggggﬁ it ekl o
Beibivia dengan diajukamya PEnin H E'-I"’.I'lllt-]::l'F"j'-gL ;‘-- B E BB EEE R
tusan tersebut di atas ada ke Jaui? gt b g
tusan Mahkamah Agung EEpublikm¥§gﬂ nag,pifuyghan Sia/ s
1985, sehingga apabila permchonan Fﬁ? gi U%Ilﬁa gt
kinan timbul pertentangan antara itﬁs Putus e Retatins
{ni den putusan Perinjsuan Kembali yanznaiaﬁsdkiberafanq
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan- ari?gb' ra
sebagaimana terurai di atas, maka permﬂhﬂnansﬁebpi 2 5 ggggn
Pemﬂhunﬁginyatakan tidak dapat diterima ; ......?.?.??. -
mperhatikan pasal-pasal Undang-undang sebagaiméﬁ;:
Jemiul 8 SR m b RS

MENGADILI

. s s sMenyvatakan permehonan keberatan atas perampasan barang-
barang dari Pemohon HASANUDDIN RAWING dinyatakan tidak
lﬂapat d.i'tEI‘iIlla 3 l-lllil‘ll-ll!tluilI---Il--!-l-l-ll-'l'l'-ll-l!illllll-"ll

« « « « Menghulkoum Pemohon untuk membayar biaya perkara j sseses

Demilisnlah dibutuskan di Ujung Pandang, pada hari

SENIN tangzal 9 NOP=MBER 1987, oleh Majelis Hakim Pengadil-

an Negeri Kelas I Ujung Pandang dengan WAGIMAN, SH, Hakim =

Ketua, N¥,ROSLIAH DARWIN LUBIS, 8H, D-L-HAEE'IGEI: 5H, Hakim-

Anggota dan padsa saat itu juga Keputusan diucapkan dalam =

persidangan t+arbuka, dengan dihadiri oleh MAX PINONTOAN, SH,

Jaksa, Kuasa Pemohon, A.ISHA STNISHWARI,SH, Banitera Pengganti.

HAXIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

WAGIMAN SH

Ny .ROSLIAH DARWIN LUBIS,SH
HAKTM ANGGOTA,

pANITERA PENGGANTT,

DO.L.MANGIRI, SH A.ISHA RENISHWARL, SH
i -4 ______————_—_:_,

_____#



